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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Aji Slamet, Yoto, dan 

Widiyanti (2017) Pelaksanaan kegiatan UKK akan dilaksanakan pada 

jenjang kelas XII dan digunakan sebagai tolak ukur kemampuan peserta 

didik serta sebagai persyaratan kelulusan. Hal tersebut sesuai dengan 

Direktorat Pembinaan SMK (2017) bahwa uji kompetensi keahlian 

bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level 

tertentu sesuai dengan kompetensi keahlian yang ditempuh di SMK. 

Ujian praktik kejuruan dilaksanakan oleh pelaksana Ujian Nasional 

tingkat provinsi dan satuan pendidikan ter-akreditasi atau Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) pihak pertama, pihak kedua atau pihak ketiga 

yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: (1) Persiapan pelaksanaan program keahlian kelas 

Honda di SMK Negeri terbentuk berdasarkan landasan kebijakan link 

and match. Adapun persiapan yang dilakukan SMK Negeri 9 Malang 

meliputi pengajuan proposal kerjasama, workshop, MoU, penyusunan 

kurikulum, pengadaan sarana dan prasarana, sedangkan persiapan PT. 

Mitra Punasthika yaitu menyelengarakan workshop. (2) Perencanaan 

penyusunan dan model kurikulum dalam pengelolaan program keahlian 
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kelas Honda di SMK Negeri 9 Malang berdasarkan keputusan bersama 

PT. Mitra Punasthika Mulia, hal tersebut diwujudkan dalam kurikulum 

implementatif. (3) Kualifikasi guru pada kelas Honda di SMK Negeri 9 

Malang yaitu mendaftarkan ke PT. Mitra Punasthika Mulia dengan 

mengirim biodata, kemudian mendapatkan jadwal dan tugas 

pelaksanaan pelatihan, melaksanakan pelatihan selama 3sampai 10 hari, 

mendapatkan surat keterangan pelatihan dan mengajar kelas Honda. (4) 

Pelaksanaan proses pembelajaran kelas Honda pada dasarnya tidak 

berbeda dengan kelas reguler, adapun yang membedakan yaitu inputan 

peserta didik, kurikulum sehingga konten dan alokasi waktu berbeda. 

(5) Pelaksanaan prakerin pada kelas Honda dilaksanakan di bengkel-

bengkel resmi Honda, penepatan tempat tersebut dilakukan oleh PT. 

Mitra Punasthika. Pelaksanaan prakerin selama 3 bulan dan setelah 

selesai prakerin akan diadakan evaluasi dan mendapat sertifikat dari 

industri. (6) Pelaksanaan Uji Komptensi Kejuruan (UKK) pada kelas 

Honda masih belum terlaksana karena masih pada jenjang kelas XI, 

karena pelaksanaan UKK akan dilaksanakan di jenjang kelas XII.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Faristya Anggella Putri, Yoto, dan 

Yuni Sunarto (2017) UKK terdiri dari 2 jenis, yaitu uji kompetensi yang 

dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan uji 

kompetensi yang bekerjasama dengan pihak industri. Untuk 

menghasilkan lulusan dengan daya saing Internasional, sekolah harus 

mampu menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional 
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Pendidikan (SNP). Selain itu, pelaksanaan UKK bertujuan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi siswa pada level tertentu sesuai 

Kompetensi Keahlian yang ditempuh selama masa pembelajaran di 

SMK. Persiapan pelaksanaan UKK LSP-P1 sepenuhnya dilakukan oleh 

pihak LSP-P1 SMK PGRI 3 Malang. Dimulai dari mendaftarkan SMK 

untuk mengikuti UKK ke Dinas Pendidikan Kota Malang. Selanjutnya 

menyiapkan berkas verifikasi TUK, kemudian dilaksanakan verifikasi 

TUK berdasarkan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh BNSP. 

Setelah verifikasi dilakukan, kegiatan berikutnya adalah Kepala LSP-P1 

SMK PGRI 3 Malang menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang 

Penetapan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Disaat yang bersamaan, 

pihak LSP P1 SMK PGRI 3 Malang juga menyiapkan siswa yang akan 

mengikuti UKK, soal yang akan diujikan, sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan, serta asesor/penguji. Siswa yang akan mengikuti UKK 

mendaftarkan diri dengan mengisi formulir, asesmen mandiri, dan 

berkas lain yang sudah disiapkan oleh LSP-P1 SMK PGRI 3 Malang. 

Pada saat pelaksanaan UKK, dalam 1 hari seorang asesor hanya 

diijinkan untuk menguji 10 siswa. Bagi siswa yang dinyatakan tidak 

kompeten, maka akan mengikuti ujian remidi bersama pihak DUDI. 

Terlaksananya uji kompetensi yang sesuai dengan rencana tersebut 

tidak lepas dari peran beberapa pihak, yakni Kepala LSP-P1 SMK 

PGRI 3 Malang, Kepala bengkel, dan asesor. Saat ujian praktik, yang 

dinilai pun tidak hanya hasil benda kerja saja, tetapi juga meliputi 
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penilaian persiapan, unjuk kerja, hasil kerja, serta sikap kerja. Untuk 

dapat dinyatakan lulus dalam mengikuti UKK, siswa harus memenuhi 

beberapa syarat yaitu: untuk ujian teori siswa harus mendapat nilai 

80%, dan untuk ujian praktek minimal ada 4 item yang tidak sesuai 

ukuran. Pada tahap akhir pelaksanaan UKK, pihak LSP P1 SMK PGRI 

3 Malang akan memberikan sertifikat yang diterbitkan oleh BNSP 

kepada siswa yang dinyatakan kompeten. Faktor pendukung dalam 

pelaksanaan UKK di SMK PGRI 3 Malang adalah peralatan dan mental 

siswa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah peralatan mesin 

mengalami gangguan saat digunakan. Faktor pengambat lainnya adalah 

siswa yang akan mengikuti ujian tiba-tiba berhalangan hadir sehingga 

harus menjadwalkan ulang untuk melakukan ujian remidi. Untuk 

mengatasi kendala teknis seperti listrik yang tiba-tiba mati, saat ini 

sekolah sudah memiliki jenset yang dapat digunakan sebagai solusi saat 

hal ini terjadi. Selain itu, untuk menghindari kejadian mesin yang 

tibatiba mogok, maka akan disipakan 1 mesin sebagai cadangan, mesin 

cadangan tersebut dapat digunakan oleh siswa jika ditengah ujian 

praktek tiba-tiba mesin mengalami kendala. Perbedaan pokok UKK 

yang diselenggarakan oleh BNSP dengan uji kompetensi yang 

bekerjasama dengan pihak DUDI yang pertama terletak pada materi 

yang diujikan. Kedua, syarat kelulusan. Ketiga, waktu pelaksanaan. 

Keempat, asesor. Kelima adalah sertifikatnya untuk UKK LSP 
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diterbitkan oleh BNSP, sedangkan UKK DUDI diterbitkan oleh institusi 

pasangan. 

Penelitian oleh Nyoman Santiyadnya (2015). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan uji kompetensi 

keahlian di SMK Negeri 3 Singaraja. Data dalam penelitian ini 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan 

kuesioner. Responden yang digunakan untuk mendapatkan data melalui 

wawancara terkait pelaksanaan uji kompetensi keahlian di SMK Negeri 

3 Singaraja adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan ketua 

masingmasing kompetensi keahlian. Sementara itu untuk mendapatkan 

data terkait profesionalisme lulusan, respondennya adalah lulusan SMK 

Negeri 3 Singaraja pada tahun ajaran 2011/2012. Evaluasi program ini 

menggunakan model CIPPO. Data hasil wawancara di kumpulkan, 

kemudian direduksi untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini bahwa pelaksanaan uji kompetensi keahlian 

di SMK Negeri 3 Singaraja baik dari segi konteks, input, proses, dan 

produk sudah terlaksana dengan baik. Profesionalisme lulusan SMK 

Negeri 3 Singaraja berada pada level kurang profesional sampai dengan 

sangat professional. Kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini seperti berikut. 1) Pelaksanaan uji 

kompetensi keahlian di SMK Negeri 3 Singaraja bila ditinjau dari segi 

konteks sudah terlaksana dengan sangat baik dan dukungan dokumen 

tersedia secara sangat lengkap.  2) Pelaksanaan uji kompetensi keahlian 
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di SMK Negeri 3 Singaraja bila ditinjau dari segi input termasuk 

kategori baik, karena pada kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 3 

Singaraja selalu di sesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan 

kebutuhan stakeholders. Sementara itu input siswa terutama pada saat 

penerimaan siswa baru telah dilakukan seleksi dengan tiga jalur (jalur 

miskin, jalur prestasi, dan jalur TPA) namun tidak dilakukan tes bakat. 

Sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan uji kompetensi 

keahlian di SMK Negeri 3 Singaraja tersedian dengan sangat lengkap 

dengan kondisi bagus. Ketersediaan guru di SMK Negeri 3 Singaraja 

sudah cukup. 3) Pelaksanaan uji kompetensi keahlian di SMK Negeri 3 

Singaraja bila ditinjau dari segi proses tergolong sangat baik karena 

proses uji kompetensi keahliannya selain melibatkan pihak eksternal 

dari DU/DI, proses uji kompetensi keahlian juga dilakukan oleh 

lembaga sertifikasi. 4) Pelaksanaan uji kompetensi keahlian di SMK 

Negeri 3 Singaraja bila ditinjau dari segi produk tergolong baik karena 

produk lulusan yang dihasilkan sudah mampu menguasai 

kompetensinya namun hanya sebagian kecil yang mampu berwirausaha, 

dan sebagian besar memilih untuk melanjutkan studi keperguruan 

tinggi. 5) Dampak dari pelaksanaan uji kompetensi keahlian terhadap 

profesionalisme lulusan, tampak bahwa lulusan SMK Negeri 3 

Singaraja berada pada level tidak profesional sampai dengan sangat 

profesional. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rezky Fathurrochim 

dan Mochamad Solikin (2017). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: (1) sebaran hasil uji kompetensi di TUK TKR LSP SMK 

se-Kota Yogyakarta dilihat dari masing-masing unit kompetensinya, (2) 

kesulitan peserta uji kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi di 

TUK TKR LSP SMK se-Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) 

sebaran hasil uji kompetensi, yaitu: unit kompetensi dengan persentase 

peserta yang dinyatakan kompeten terbanyak terdapat pada unit 

kompetensiOTO.KR01.001.01, OTO.KR01.010.01, OTO.KR01.016.01, 

OTO.KR01.017.01, OTO.KR02 .001.01 pada skema sertifikasi Engine 

Tune Up Konvensional di LSP-P1 SMK Negeri 2 Yogyakarta, 

OTO.KR01.009.01 pada skema yang sama dan OTO.KR01.018.01 pada 

skema Pemeliharaan/Service Chasis di LSP-P1 SMK Negeri 3 

Yogyakarta dengan persentase masing-masing 100% peserta. Unit 

kompetensi dengan persentase peserta yang dinyatakan belum 

kompeten terbanyak terdapat pada unit kompetensi OTO.KR05.011.01 

pada skema Engine Tune Up Konvensional dan OTO.KR05.012.01 

pada skema Tune Up Sistem Injeksi di LSP-P1 SMK Negeri 3 

Yogyakarta dengan persentase masing-masing 50% peserta. (2) 

kesulitan peserta uji kompetensi pada aspek pengetahuan terbanyak 

terdapat pada skema Pemeliharaan/Service Chasis di LSP-P1 SMK 

Negeri 3 Yogyakarta (90% peserta memiliki kesulitan), sedangkan pada 
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aspek keterampilan terbanyak terdapat pada skema Tune Up Sistem 

Injeksi di LSP yang sama (55% peserta memiliki kesulitan). 

Melinda Waters, Linda Simon, Michele Simons, Jennifer Davids, 

Bobby Harreveld (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “A Case 

For Scholarly Activity In Vocational Education In Australia”. 

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pendidikan praktik dan 

pedagogik pada Vocational Education and Training (VET) di Australia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi nilai budaya 

kegiatan ilmiah perguruan tinggi kepada pelajar, perusahaan, lembaga 

VET, pendidik dan agenda produktivitas nasional. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kegiatan ilmiah berbasis praktik di VET 

memupuk potensi pedagogik dan inovatif bagi peserta didik, 

menanggapi tuntutan industri akan keterampilan inovatif, membangun 

"modal pedagogik" untuk institusi VET, membangun ketahanan dan 

profesionalisme. Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai 

kualitas pengajaran di VET dan kemampuan sektor untuk menghasilkan 

lulusan "siap kerja". Hal Ini kedepan dapat memberikan masukan bagi 

kegiatan ilmiah bagi pendidik, pelajar, industri dan masyarakat, 

lembaga VET dan agenda inovasi nasional yang lebih luas. Makalah ini 

menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan ilmiah berbasis praktik di VET 

memupuk potensi yang kaya untuk pedagogi yang diperbarui dan 

inovatif yang meningkatkan hasil bagi peserta didik, menanggapi 

tuntutan industri untuk keterampilan inovatif, membangun "modal 
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pedagogik" untuk institusi VET, memperkaya basis pengetahuan 

pembuat kebijakan dan membangun ketahanan dan profesionalisme. 

Para penulis menyimpulkan dengan memposisikan pendidik VET 

sebagai kegiatan ilmiah kapan dihargai , kegiatan ilmiah adalah praktek 

baru akan profesi yang kuat dan bersemangat untuk masa depan. 

Makalah ini menyatukan pengalaman kerja penulis dengan praktisi 

dokter hewan sebagai penulis kegiatan ilmiah. Sementara setiap sketsa 

diambil dari proyek penelitian formal dalam setiap kasus, makalah itu 

sendiri tidak terstruktur sekitar kegiatan penelitian formal, meskipun 

survei kecil dilakukan untuk sketsa 1. Ini menimbulkan keterbatasan 

pada temuan penelitian. Namun, tujuan dari makalah ini tidak harus 

konklusif tetapi untuk meneruskan argumen lebih banyak pada kegiatan 

ilmiah di VET untuk mempromosikan penelitian dan debat lebih lanjut. 

Makalah ini memberikan kontribusi untuk perdebatan di Australia saat 

ini tentang kualitas pengajaran di VETdan kemampuan sektor untuk 

menghasilkan lulusan “siap kerja”. 

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi dengan semua 

pemangku kepentingan VET, terutama pembuat kebijakan, pemimpin 

dan praktisi di VET. Jika seseorang menerima bahwa "pendidikan 

dimulai dengan penyelidikan dan diakhiri dengan penyelidikan 

(Pring,1997), sudah saatnya VET diartikulasikan sebagai aktivitas 

praktik pendidikan bukan teknis yang “membangun keterampilan”, dan 

bahwa aktivitas ilmiah ini didukung dan diperkaya seperti di sektor 
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pendidikan lainnya. Ada argumen kuat untuk mendukung ini: (1) 

Pendidik VET adalah pekerja pengetahuan yang menghasilkan 

pengetahuan baru dan praktik inovatif melalui kegiatan ilmiah yang 

tertanam dalam pekerjaan yang mereka lakukan. (2) Untuk 

mengembangkan pekerja dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan 

inovatif, dan dengan penyelidikan profesional , pendidik harus mampu 

memodelkan praktik-praktik ini sendiri. (3) Ketika aktivitas ilmiah 

tertanam dalam praktek pengajaran sehari-hari dan menjadi pedagogi 

itu sendiri, VET menjadi sebuah situs untuk generasi pengetahuan co-

konstitutif antara pendidik dan siswa. Pengamatan intensif dari inovatif 

dari praktek edukasi VET kemudian tidak lagi berlaku. (4) Ketika 

pengetahuan diproduksi dan dibagikan secara sistematis, pengetahuan 

itu memberikan sumber informasi yang kaya untuk semua pemangku 

kepentingan di bidang VET dan pendidikan yang lebih luas. (5) Jika 

pendidik tidak didukung atau didorong untuk terus memperkaya latihan 

mereka melalui kegiatan ilmiah, maka kemampuan ini tidak mungkin 

dihargai oleh peserta didik (Reid, 2004). Terlepas dari bukti nilai 

aktivitas ilmiah di sektor VET, dan panggilan tanpa akhir untuk 

meningkatkan praktik pengajaran dan inovasi, argumen ini tidak 

ditampilkan dalam wacana arus utama VET. Sebagai gantinya, fokus 

tetap tertuju pada standardisasi , akuntabilitas dan mengukur kinerja 

yang melaju hingga ke tingkat yang lebih besar dari inovasi. 



27 
 

 
 

Augustine Edeoga Ejili (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Quality Assurance In Vocational And Technical Education:A 

Panacea To Youth Unemployment In Nigeria”. Penelitian ini 

membahas tentang penjaminan mutu dalam Vocational and Technical 

sebagai katalis dalam memecahkan masalah pengangguran kaum muda 

di Nigeria dengan menggunakan institusi kejuruan dan teknis di kota 

metropolitan Enugu. Pendidikan Kejuruan dan Teknik mendorong 

aktualisasi diri dan martabat manusia dengan meningkatkan kreativitas, 

semangat kemandirian dan memfasilitasi kemampuan kerja dan 

produktivitas dalam ekonomi apapun. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa ada kekurangan dalam ketersediaan dan pemanfaatan sumber 

daya yang dibutuhkan untuk membuat pendidikan kejuruan dan teknik 

menjadi kualitatif dan fungsional. Peneliti merekomendasikan agar 

pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di industri dan 

pendidikan harus mendanai pendidikan kejuruan dan teknis secara 

memadai, menjaga standar minimum dan melakukan pengawasan yang 

efektif, untuk memastikan kesempatan kerja yang lebih baik bagi kaum 

muda di Nigeria. Temuan mengungkapkan ketersediaan yang buruk, 

aksesibilitas dan pemanfaatan alat instruksional. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Olateju (2008) yang mengamati tidak tersedianya peralatan 

dan peralatan penting di VTE sebagai tantangan untuk pengajaran dan 

pembelajaran yang efektif. Staf pengajar yang tidak memadai dan 

kurangnya komitmen oleh pemerintah menguatkan pandangan Olaitan 



28 
 

 
 

(1996) yang menunjukkan bahwa ada komitmen yang tidak memadai 

dari pemerintah sebelumnya dan kurangnya tenaga pengajar dan 

penelitian yang berkualitas dalam pendidikan kejuruan dan teknis. 

Masalah ketidakseimbangan dalam teori dan praktek menegaskan 

pandangan Oram (2001) dan Olukunrin (2006) dalam Adebisi (2008) 

mencatat bahwa ketidakmampuan VTE untuk mencapai keseimbangan 

menyebabkan pencapaian hasil yang buruk. Agbo (2012) mengesahkan 

perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan pendidikan karena 

membingungkan dan kontra produktif . Pada masalah pendanaan yang 

buruk, Igbuzor (2006) mendukung temuan di mana ia mencatat bahwa 

pengeluaran nasional untuk pendidikan kurang dari 26% dari 

rekomendasi UNESCO. Penghargaan rendah atau prioritas sesuai 

dengan pendidikan kejuruan dan teknis sesuai dengan pandangan 

Fafunwa (1979), Okoro (2006) dan Olaitan (1996) di mana mereka 

menyesali perhatian buruk diberikan kepada penerima dan lulusan 

VTE. Kesenjangan saat ini pada lulusan HND dan B. Sc di mana yang 

terakhir dibuat lebih unggul dari mantan setelah lulus. Kesepakatan 

responden tentang tingkat korupsi yang meningkat di Nigeria sejalan 

dengan pandangan Achebe (1998) di mana ia menunjukkan bahwa 

korupsi di Nigeria telah tumbuh sangat dalam variasi dan besarnya. Ini 

adalah pepatah yang dikenal bahwa tidak ada bangsa yang dapat naik di 

atas kualitas pendidikannya. Kemampuan lembaga-lembaga kejuruan 

dan teknis untuk bermain dengan aturan dalam menyeimbangkan 
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pengetahuan teoritis dan kegiatan praktis dengan realitas lingkungan 

industri akan pergi jauh dalam membuat lulusan mereka menjadi 

dipekerjakan dan majikan tenaga kerja . Semua tangan (pemangku 

kepentingan) harus di meja untuk memberikan pendidikan kejuruan dan 

teknis kualitatif jika Nigeria ingin memecahkan masalah pengangguran, 

mencapai kemajuan teknologi, mewujudkan Tujuan Pembangunan 

Milenium (MDGs) dan Visi 2020: 20. 

Tara G,Meyer, Matthew (2014) dalam penelitiannya 

“Incorporating Industry-Recognized Certifications”. Penelitian ini 

membahas tentang Insentif bagi sekolah untuk menawarkan kesempatan 

sertifikasi kepada siswa dan menghasilkan jutaan dolar tambahan untuk 

pendanaan negara, termasuk dana kinerja dalam bentuk keanggotaan 

siswa tambahan penuh waktu (FTE) dalam pendanaan K-12 formula 

dengan dimasukkannya usaha dan penyelesaian sertifikasi industri pada 

sistem penilaian sekolah menengah. Asosiasi untuk Karir dan 

Pendidikan Teknik, bekerja sama dengan sejumlah mitra nasional dan 

negara bagian, mendukung sebuah proyek untuk memperluas dan 

memperbaiki pertukaran data antara organisasi sertifikasi industri dan 

sistem data longitudinal Negara dan asosiasi industri TI. Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana negara bagian dan institusi menggunakan 

sertifikasi yang dikembangkan dan diberikan oleh industri, Selain itu, 

ada banyak program pendidikan, kurikulum dan penilaian yang ketat 

yang tidak dikembangkan oleh industri namun disesuaikan dengan 
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standar kesiapan teknik dan atau industri. Sertifikasi ini berharga dan 

memegang peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk masuk 

perguruan tinggi dan kesiapan karir. Sertifikasi yang diakui industri 

merupakan komponen yang semakin penting dari perangkat yang 

mempersiapkan siswa untuk kuliah dan karier. Hal ini, yang biasanya 

diberikan oleh bisnis tertentu atau asosiasi industri, mengidentifikasi 

mereka yang telah menunjukkan penguasaan atau kompetensi 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan industri. Fokus pada 

istilah "oleh industri, untuk industri" adalah minat yang berkembang 

untuk siswa yang ingin mempersiapkan diri untuk masa depan mereka, 

serta untuk menjadi pemimpin pendidikan, bisnis dan tenaga kerja yang 

tertarik dalam mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas. Selain 

diberikan oleh bisnis, asosiasi perdagangan, atau kelompok industri 

lainnya, sertifikasi biasanya mengikuti keberhasilan penyelesaian ujian 

atau penilaian lainnya, dan terbatas waktu, yang memerlukan 

pembaruan melalui proses sertifikasi ulang. Lebih jauh lagi, sertifikasi 

tidak memiliki nilai yang sama untuk pengusaha dan oleh karena itu 

tidak memiliki nilai yang sama dengan siswa yang mendapatkan 

sertifikasi ini. Istilah "yang diakui industri" berarti bahwa sertifikasi 

tersebut dicari atau diterima oleh perusahaan dalam industri atau sektor 

sebagai kredensial yang diakui, disukai atau diperlukan untuk 

perekrutan, penyaringan, perekrutan, retensi atau kemajuan; dan, jika 

diperlukan, didukung oleh asosiasi atau organisasi perdagangan yang 



31 
 

 
 

diakui secara nasional yang mewakili sebagian besar industri atau 

sektor. Sertifikasi ini lebih diakui industri dan lebih fokus pada (GTE) 

program karir dan pendidikan teknis di seluruh negeri. Studi kasus 

berikut melihat dua negara yang memimpin dalam menggabungkan 

sertifikasi yang diakui industri di bidang permintaan yang tinggi ke 

dalam program CTE. Profil-profil ini menunjukkan peran negara dan 

kebijakan institusional, pendanaan dan insentif lainnya bermain dalam 

membantu sistem pendidikan secara dramatis meningkatkan persentase 

siswa menengah dan sertifikasi sekolah menengah produktif yang 

dihargai. Meskipun artikel ini hanya akan berfokus pada cara negara 

dan lembaga menggunakan sertifikasi yang dikembangkan dan 

diberikan oleh industri, banyak hal penting lain yang berharga bagi 

pemberi kerja, baik atas kemauan sendiri atau dikombinasikan dengan 

sertifikasi-termasuk sertifikat, derajat, dan lisensi pos kedua. Selain itu, 

ada banyak program pendidikan, kurikulum dan penilaian yang ketat 

yang tidak dikembangkan oleh industri tetapi sejalan dengan standar 

teknis dan atau kesiapan karir industri. Perihal berharga ini memainkan 

peran penting dalam mempersiapkan siswa untuk kuliah dan kesiapan 

karir. Karena sertifikasi yang diakui oleh industri menjadi semakin 

penting bagi CTE dan program pengembangan tenaga kerja, negara dan 

lembaga untuk mengatasi data dan melaporkan tantangan yang melekat 

pada hal penting ini. Salah satu tantangan adalah bekerja dengan data 

yang dipegang oleh pihak ketiga, yaitu badan sertifikasi industri, dan 
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yang terhubung dengan sertifikasi yang dapat diperoleh di luar sekolah 

atau setelah seorang siswa meninggalkan lembaga pendidikan. Ini 

menghambat penggunaan data ujian sertifikasi untuk peningkatan 

instruksional dan membuat pelaporan pencapaian sertifikasi siswa 

menjadi sulit. Misalnya, Asosiasi untuk Karir dan Pendidikan Teknis, 

bekerja sama dengan sejumlah mitra nasional dan negara bagian, 

mendukung proyek untuk memperluas dan meningkatkan pertukaran 

data antara organisasi sertifikasi industri dan sistem data longitudinal 

negara, berdasarkan uji coba yang sukses antara Illinois dan CompTIA, 

asosiasi industry IT. Tujuan proyek adalah untuk mengembangkan 

pertukaran data nasional untuk negara dan pengesahan industri yang 

akan lebih memupuk keselarasan antara pendidikan dan hasil kerja. 

Masalah lain adalah menentukan nilai sertifikasi. Sertifikasi terus 

berkembang dan sebagian besar tidak diatur. Roy Swift dari American 

National Standards Institute memperkirakan bahwa kurang dari 10 

persen sertifikasi telah menerima akreditasi pihak ketiga. Hal ini 

menyulitkan untuk mengetahui sertifikasi mana yang akan bernilai bagi 

siswa. Untuk mulai mengatasi tantangan ini, negara dan lembaga 

sedang mengembangkan proses untuk mengevaluasi dan memvalidasi 

hal ini dan lainnya, seperti yang diuraikan dalam studi kasus di atas. 

Mungkin ada tantangan fiskal juga. Lembaga pendidikan dan sekolah 

harus menentukan siapa yang akan membayar untuk ujian sertifikasi, 

apakah itu negara, distrik atau lembaga pendidikan (sering 
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memanfaatkan dana publik atau sumbangan pribadi); siswa dan atau 

orang tua; seorang pegawai; atau sumber atau kombinasi sumber lain. 

Banyak aliran dana dapat dimanfaatkan untuk menutupi biaya dan 

mendorong siswa untuk mengikuti ujian ini. Jika tidak ada bantuan 

keuangan yang dapat ditawarkan, sekolah berisiko seperti siswa 

memilih keluar dari ujian yang sering kali mahal dan karena itu gagal 

mendapatkan sertifikasi yang berharga. Kesimpulan dari peneliti adalah 

Negara bagian, distrik dan institusi mengambil tantangan yang diajukan 

oleh sertifikasi karena pengakuan industri kepada siswa yang 

mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan siap 

karir di bidangnya, begitu pula para pengusaha dan pemimpin industri 

agar berusaha mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas. Melalui 

metode seperti kebijakan dan undang-undang negara yang 

komprehensif, insentif yang relevan dan kemitraan industri yang 

inovatif di North Carolina dan Florida, serta negara-negara lain, dapat 

memanfaatkan sertifikasi industri yang diakui untuk kepentingan siswa 

dan pengusaha. 

Kunz, Jeannine (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Trends 

In Workforce Development: Some Manufacturers Are Minding The 

(Skilled Labor) Gap”. Penelitian ini membahas tentang tenaga kerja 

yang berbakat berdampak pada produksi, kualitas, inovasi dan 

pertumbuhan. Ada tanda-tanda positif bahwa produsen mulai 

memahami pentingnya menangani kesenjangan tenaga kerja terampil. 
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Kesimpulan dari peneliti adalah bahwa ada tiga tren untuk 

pengembangan tenaga kerja yaitu : (1) Pabrikan mengambil alih 

program pelatihan dan pengembangan (2) Memperkuat kemitraan 

dengan institusi akademik lokal (3) Kecanggihan proses pelatihan. SME 

mengumpulkan tim ahli manufaktur yang digabungkan dengan 

akademisi, untuk membangun Kerangka Kompetensi Tooling U-SME, 

yang membantu produsen memastikan karyawan memenuhi persyaratan 

pekerjaan pada tingkat kinerja yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan 

bisnis. Kerangka Kompetensi membangun sembilan model fungsional, 

dengan lebih dari 60 model kompetensi spesifik pekerjaan. Dengan 

menggunakan alat ini, pengusaha akan dapat mengambil subjektivitas 

dari evaluasi karyawan dan dapat membangun model perkembangan 

yang telah ditetapkan dengan baik untuk memajukan pekerja pemula 

melalui lebih banyak pekerja pada tingkat senior. Satu tahun akan 

membawa optimisme dan peluang besar bagi industri manufaktur. 

Namun, jam yang berdetik mengingatkan bahwa pada akhir dekade 

ketika badai sempurna dari jumlah karyawan terbatas, tenaga kerja yang 

pensiun, dan perubahan kecepatan teknologi diharapkan untuk 

menempatkan tuntutan tenaga kerja yang lebih besar pada produsen. 

Tantangan bagi pemasok pekerja terampil yang kecil. Meskipun ada 

tanda-tanda positif bahwa pabrikan mulai mengambil tindakan, masih 

banyak yang harus dilakukan untuk memastikan industri dan Negara 

tetap kompetitif. Setelah semuanya, menjaga mesin manufaktur berjalan 
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dan berkembang, penting bagi ekonomi AS dan bagi negara untuk tetap 

kompetitif. Dengan hampir 12 juta orang Amerika (atau 9% dari tenaga 

kerja) yang dipekerjakan langsung di bidang manufaktur menurut 

National Association of Manufacturers, industri ini adalah pencipta 

pekerja yang kuat dan menghasilkan pekerja di industri lain. Untuk 

pertumbuhan yang berkelanjutan, produsen harus memiliki akses ke 

tenaga kerja terampil, area di mana industri ini sangat tertantang. 

Menurut survei UKM baru-baru ini, 9 dari 10 produsen mengalami 

kesulitan menemukan pekerja terampil dan mereka mengatakan ini 

secara langsung menjadi perhatian mereka. Survei yang sama 

menunjukkan bahwa tidak memiliki akses ke tenaga kerja berbakat 

yang berdampak pada produksi, kualitas, inovasi dan pertumbuhan. 

Dengan keberhasilan di jalur bisnis, fokus pada pelatihan dan 

pengembangan harus menjadi pilihan yang jelas. Namun, sementara 

para pengusaha berinvestasi dalam peralatan, perkakas, dan material, 

mereka sering mengabaikan untuk melakukan investasi serupa pada 

karyawan mereka. Jika pekerja tidak mengikuti kemajuan teknologi, 

seluruh struktur bergerak tidak seimbang. Karyawan yang terlatih 

dengan baik akan lebih efektif memanfaatkan kemampuan peralatan 

baru, yang mengarah ke peningkatan inovasi dan produktivitas. Ada 

tanda-tanda positif bahwa pabrikan mulai memahami pentingnya 

mengatasi kesenjangan tenaga kerja terampil ini sekarang juga sebelum 

terlambat. Memanfaatkan ketiga tren pengembangan tenaga kerja ini 
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dapat membantu organisasi berkomitmen untuk menjadikan tahun 2014 

sebagai tahun perubahan dalam hal pelatihan dan pengembangan. 1) 

Produsen mengambil alih kepemilikan pelatihan dan program 

pengembangan. Kabar baiknya adalah, menurut survei UKM kami, 

hampir setengah dari produsen mengatakan mereka memiliki rencana 

untuk mengatasi kebutuhan mereka untuk menemukan pekerja terampil. 

Itu adalah kemajuan. Namun, itu berarti setengah lainnya (54%) masih 

belum memiliki rencana. Menemukan dan mengembangkan jalur yang 

kuat bukan merupakan perbaikan semalam dan, untungnya, beberapa 

produsen masa depan seperti SGS Tool Company di Munroe Falls, OH, 

adalah model yang hebat untuk mengatasi hal ini. Produsen pemotong 

karbida bulat padat berusia 62 tahun itu mulai melihat masalah 

kesenjangan keterampilan yang berkembang beberapa tahun lalu dan 

membuat komitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan 

rekan-rekannya. SGS mulai bekerja dengan sekolah-sekolah di daerah, 

dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi, untuk membangun saluran 

bagi para rekanan di masa depan. Ini juga mengadopsi program 

pelatihan internal, yang termasuk pelatihan online dari Tooling U-SME. 

Saat ini, strategi SGS terbayarkan dengan metrik yang terkait dengan 

keterlibatan di atas rata-rata industri, semua membantu mengatasi 

kekurangan tenaga terampil. Perusahaan ini hanya memiliki omset 5% 

ketika banyak produsen yang melihat tingkat turnover 23-30%. Bahkan, 

rekan SGS rata-rata telah bekerja di perusahaan selama 15 tahun. 
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Dengan contoh di seluruh perusahaan yang berjuang dengan masalah 

pengembangan tenaga kerja, bahkan jika produsen tidak merasakan 

sakit saat ini, mengambil kepemilikan program pelatihan dan 

pengembangan hari ini akan mengurangi resiko dengan tetap 

mengedepankan kekurangan pekerja yang tertunda, yang mengarah ke 

daya saing yang berkelanjutan. 2) Penguatan kemitraan dengan institusi 

akademik lokal. Sekolah menengah, perguruan tinggi dan sekolah 

kejuruan memainkan peran penting dalam pengembangan tenaga kerja. 

Di banyak komunitas di seluruh AS, lembaga akademis ini telah 

membentuk kemitraan dengan produsen lokal untuk mengatasi 

kesenjangan bakat yang terampil. Sebagai bagian dari sistem perguruan 

tinggi terbesar di negara itu, Ivy Tech menetapkan standar untuk 

membangun alur yang stabil dari ahli mesin berkualifikasi yang siap 

untuk memasuki dunia kerja. Ivy Tech's Tool Institute mensimulasikan 

penjual tenaga kerja dunia nyata, di mana siswa dari segala usia dan 

latar belakang dapat masuk dan keluar, belajar baik keterampilan keras 

dan lunak yang diperlukan untuk berhasil di dunia manufaktur. Hanya 

dalam dua tahun, program ini telah mengeluarkan hampir 300 sertifikasi 

NIMS, diselaraskan dengan kelas online Tooling U-SME, dan secara 

teratur menempatkan siswa dalam pekerjaan di daerah setempat dengan 

lulusan mulai antara $ 14 dan $ 20 per jam. Contoh lain adalah 

Hawthorne High School di California, yang diakui oleh SME Education 

Foundation sebagai sekolah PRIME (Partners Response in 
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Manufacturing Education). Sebagai bagian dari program, Hawthorne 

menerima hibah dan beasiswa untuk pendidikan masa depan, dan telah 

dihubungkan oleh UKM dengan produsen lokal. Kemitraan ini 

menghasilkan saluran penting pekerja terampil untuk perusahaan 

lingkungan, termasuk Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, 

Honeywell, dan SpaceX. Penting untuk dicatat bahwa sementara dana 

pembangunan ekonomi tersedia untuk membantu mendanai program-

program ini. Dengan memodelkan program pada inisiatif yang ada dan 

memanfaatkan pengalaman UKM, produsen dapat membangun 

program yang kuat dari mereka sendiri, terhubung dengan lembaga 

akademik lokal untuk membuat jalur pekerja masa depan. 3) 

Kecanggihan proses pelatihan. Selama bertahun-tahun, proses pelatihan 

menjadi jauh lebih canggih. Bertahun-tahun yang lalu, perusahaan 

mungkin memeriksa arsip untuk menunjukkan pelatihan telah selesai. 

Saat ini ada lebih banyak aturan, peraturan, dan dokumentasi. Misalnya, 

pikirkan tentang pedoman yang lebih ketat untuk sertifikasi ISO. Juga, 

hari ini perlu untuk memvalidasi bahwa pengetahuan telah ditransfer 

bukan hanya bahwa kelas telah selesai. Produsen ingin tahu bahwa 

seorang karyawan dapat menerapkan pengetahuan yang disediakan di 

kelas. Perubahan lain adalah organisasi melihat karyawan secara 

individu dan membangun program pelatihan khusus untuk 

menyesuaikan kekuatan dan kelemahan mereka. Pelatihan tidak lagi 

cocok untuk satu ukuran. Semua ini meningkatkan kecanggihan 
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keseluruhan sistem dan menambah tekanan pada pabrikan untuk 

mengikuti. Untuk mengatasi hal ini, UKM menyatukan tim ahli 

manufaktur yang digabungkan dengan akademisi, untuk membangun 

Tooling U-SME Competency Framework, yang membantu produsen 

memastikan karyawan memenuhi persyaratan pekerjaan pada tingkat 

kinerja yang diperlukan untuk memenuhi tujuan bisnis. Kerangka 

Kompetensi membangun sembilan model fungsional, dengan lebih dari 

60 model kompetensi khusus pekerjaan. Dengan menggunakan alat ini, 

perusahaan akan dapat mengambil subjektivitas dari evaluasi karyawan 

dan dapat membangun model pengembangan yang terdefinisi dengan 

baik untuk memajukan pekerja entry-level melalui lebih banyak pekerja 

tingkat senior. Perusahaan juga akan dapat mengukur kompetensi 

mereka di seluruh organisasi manufaktur lainnya, karena sekarang ada 

tubuh standar pengetahuan dan keterampilan untuk dibawa ke dasar dan 

berlaku untuk tugas-tugas khusus yang harus diselesaikan. Kecanggihan 

proses menciptakan program pelatihan yang kuat, melatih orang dan 

pelatihan pemetaan telah berjalan jauh. Dengan tekanan yang dihadapi 

produsen untuk memenuhi produksi dan permintaan pelanggan serta 

mencari tenaga kerja berbakat, lebih penting daripada sebelumnya 

untuk memastikan program pelatihan terkait langsung dengan tujuan 

bisnis, memastikan pengembalian investasi yang solid dan keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan selama bertahun-tahun yang akan datang. 
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 Laure Guilbert, Jean-Luc Bernaud, Brice Gouvernet dan Je'rome 

Rossier (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Employability: 

review and research prospects” menyatakan tentang transisi, pekerjaan, 

dan pengerjaan ulang profesional merupakan masalah utama bagi 

negara-negara yang menghadapi situasi ekonomi yang buruk. 

Konstruksi kerja merupakan tantangan ilmiah untuk lebih memahami 

hubungan antara masalah pencari kerja dan harapan dunia kerja. 

Makalah ini menyajikan ulasan tentang konsep kelayakan kerja. Tiga 

perspektif utama (pendidikan dan pemerintahan, organisasi, dan 

individu) yang tidak eksklusif dapat diidentifikasikan. Tinjauan ini 

menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan integratif sistemik dan 

interpretasi kelayakan kerja yang lebih luas. Agenda penelitian untuk 

mengembangkan teori dan aplikasi konsep kelayakan kerja diusulkan. 

Ide-ide yang dikembangkan dalam artikel ini adalah jalan yang berguna 

untuk para pekerja profesional. Pertimbangan ini terutama melampaui 

teori implisit dan keyakinan individu, dan memberikan visi yang lebih 

realistis dan bernuansa dari konsep kerja yang kompleks. Yang pertama 

adalah implikasi yang jelas bagi para praktisi bahwa analisis kerja klien 

harus memperhitungkan semua aspek, diidentifikasi dan dibahas dalam 

ulasan ini, dari karakteristik individu dengan sosial dan ekonomis 

lingkungan Hidup. Analisis yang cermat terhadap situasi masa lalu dan 

sekarang serta konteks budaya dan ekonomi sangat diperlukan. Selain 

itu, penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan seseorang harus 
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dilakukan sehubungan dengan kendala dan hambatan lingkungan. Di 

antara kekuatan dan kelemahan ini, ada pula yang relatif stabil, seperti 

disposisi, dan lain-lain yang lebih dinamis, seperti proses regulasi. 

Mempengaruhi aspek individu yang lebih fleksibel dapat meningkatkan 

kemampuan kerja mereka. Misalnya, kemampuan beradaptasi karir 

mungkin merupakan sumber daya, yang orang dapat mengaktifkannya 

untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka jika terjadi situasi buruk 

( Rossier 2015). Membantu klien memahami konteks keseluruhan kerja 

dan hubungannya dengan kendala dan harapan organisasi dan sosial 

juga dapat meningkatkan kerja mereka. Memahami harapan lingkungan 

penting bagi orang untuk beradaptasi dan berperilaku tepat. Untuk 

alasan ini, membantu klien menganalisis situasi mereka dalam konteks 

mungkin membantu mereka untuk beradaptasi lebih efisien. Saat ini, 

pertanyaan mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan 

kerja masyarakat adalah masalah sosial utama, khususnya di 

masyarakat yang ingin mencapai pekerjaan sepenuhnya. Untuk 

organisasi, juga merupakan masalah penting untuk menemukan 

keseimbangan yang baik antara kebutuhan mereka dalam hal 

kompetensi dan keterampilan yang tersedia dari para pekerja mereka. 

Akhirnya, juga merupakan masalah penting bagi individu mencoba 

untuk mengoptimalkan manajemen kariernya. Jadi, isu-isu ini 

merupakan pusat untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur yang 

membantu orang untuk memasuki angkatan kerja dan untuk 
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mempertahankan mereka bekerja. Selain itu, memfasilitasi diskusi 

tentang pengembangan keterampilan pekerja dan pekerja yang sehat. 

Namun, konsep ini muncul dari titik pandangan ilmiah dan berdasarkan 

pendekatan plural dan kadang-kadang bertentangan. Tujuan dari 

makalah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang 

membangun kerja dan berkorelasi psikososialnya. Literatur 

menunjukkan karakter sistemik dan dinamis kerja. Penelitian ini 

mencakup aspek politik, organisasi, dan individu. Dan untuk 

mempertimbangkan kolektif, temporal dan '' extra-kerja '' dimensi kerja 

dalam penelitian masa depan. Kami percaya definisi baru dari kerja 

perlu mempertimbangkan kompleksitas. Kami mengartikan sebagai 

kemungkinan untuk mengakses pekerjaan yang cocok atau untuk tetap 

bekerja, yang dihasilkan dari dinamis dan berkembang interaksi antara 

kebijakan pemerintah dan pendidikan, strategi organisasi, karakteristik 

individu, dan sosial, ekonomis , budaya dan teknologi konteks. 

Phan Vo Minh Thang (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Enhancing the employability of IT graduates in Vietnam”. Tujuan 

makalah ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penentu utama 

kemampuan kerja dari lulusan teknologi informasi (TI) di Vietnam dan 

menguji dampaknya terhadap kemampuan kerja yang dapat dirasakan 

sendiri dan lamanya pencarian pekerjaan. Desain/metodologi/ 

pendekatan studi ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari 

tanggapan terhadap survei online dari lebih dari 500 lulusan TI dari 
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berbagai institusi pendidikan tinggi di Vietnam. Meskipun telah banyak 

diteliti, pengetahuan kita tentang topik ini masih terbatas, terutama 

hubungan antara kerja, faktor-faktor yang berdampak pada kerja, dan 

hasil nyata. Penelitian langsung dilakukan dari perspektif individu dan 

pribadi. Efek langsung dan tidak langsung (melalui kelayakan kerja) 

dari para penentu pada durasi suatu timbal balik. Hasil penelitian ini 

membantu kami dalam tidak hanya meningkatkan pemahaman kita 

tentang konsep-konsep yang menarik, tetapi juga dalam mendukung 

orang-orang yang peduli tentang peningkatan kerja. Secara khusus, 

kemampuan yang mendukung (kemampuan bahasa, soft skill dan 

keterampilan adaptasi) dan kualitas program TI harus kuat dan dampak 

positif terhadap kelayakan kerja. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap 

durasi pekerjaan. Employability secara signifikan mempengaruhi waktu 

yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan, dan dimediasi sebagian 

hubungan antara mencari pekerjaan dan durasi untuk mendapatkan 

pekerjaan. Pengalaman kerja dan kompetensi internasional memiliki 

efek yang signifikan pada saat bekerja secara langsung. Kemampuan 

kerja, hasil dan determinan utamanya diintegrasikan ke dalam satu 

model. Faktor eksplorasi, faktor konfirmatori dan analisis jalur 

dilakukan untuk menguji model dengan menggunakan pemodelan 

persamaan struktural. Temuan penelitian ini adalah kelayakan kerja 

lulusan IT yang dirasakan sendiri di Vietnam ditentukan oleh 

kemampuan bahasa Inggris lulusan, soft skill, kemampuan beradaptasi, 
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kualitas program TI institusi dan upaya mencari kerja. Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja, kompetensi profesional 

dan kemampuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut , namun lebih 

cepat daripada durasi pencarian lebih lama. Hanya faktor penentu aspek 

individu dan institusi yang dipertimbangkan, dan sampelnya juga 

terbatas pada satu profesi di satu negara. Implikasi Praktis Hasil dapat 

memberi tahu siswa dan pendidik tentang area peningkatan kemampuan 

kerja yang dapat ditingkatkan. Studi ini mengisi kesenjangan dalam 

penelitian kelayakan kerja dengan memberikan penjelasan tentang 

hubungan antara kemampuan kerja, durasi pencarian kerja dan 

prediktor utama mereka dari aspek yang berbeda. 

Marc Corbie `re, Evelien Brouwers, Nathalie Lancto ˆt, Jaap van 

Weeghel (2013) dalam penelitiannya “Employment Specialist 

Competencies for Supported Employment Programs”. Tujuan Program 

tenaga kerja yang didukung (SE) adalah program berbasis bukti yang 

ditawarkan kepada orang-orang dengan penyakit jiwa parah untuk 

memfasilitzasi perolehan dan mempertahankan kerja kompetitif. 

Namun, variasi signifikan dalam kesuksesan kejuruan individu mungkin 

sebagian dijelaskan oleh perbedaan kompetensi spesialis pekerjaan 

mereka. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

kuesioner yang mengukur perilaku, sikap dan pengetahuan spesialis 

pekerjaan yang bekerja dalam program SE dan untuk menghubungkan 

kompetensi spesifik dengan hasil kejuruan. Sebanyak 153 spesialis 
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pekerjaan yang bekerja di Kanada dan Belanda mendukung program 

ketenagakerjaan menyelesaikan kuesioner Behaviors, Attitudes, 

Knowledge in Employment Specialists (BAKES) dan memberikan 

informasi tentang hasil kejuruan klien mereka. Hasil Analisis Faktor 

Eksplorasi menunjukkan 90 item lebih dari 12 subskala (misalnya, 

Hubungan dengan atasan dan atasan). Analisis regresi menunjukkan 

bahwa dua subscales yang paling berguna untuk memprediksi 

keberhasilan kejuruan adalah: (1) Hubungan dengan atasan dan atasan, 

dan (2) dukungan dan pendekatan yang berpusat pada klien. Spesialis 

pekerjaan memerlukan kompetensi khusus untuk membantu orang 

dengan penyakit mental parah memperoleh dan mempertahankan 

lapangan kerja yang kompetitif. Beberapa kompetensi secara eksklusif 

terkait dengan model IPS sedangkan yang lain lebih generik, berlaku 

untuk konselor kejuruan dalam berbagai praktik. 

Ethel E. Idialu (2013) dalam penelitiannya “Ensuring Quality 

Assurance  In Vocational Education” menyatakan bahwa Pendidikan 

kejuruan menekankan perolehan keterampilan. Penjaminan mutu dalam 

pendidikan kejuruan adalah konsep yang berkaitan dengan kinerja 

tinggi yang melibatkan kegiatan dengan pendidikan kejuruan seperti 

pengajaran, pembelajaran, infrastruktur, perilaku siswa dan keseluruhan 

proses akademik. Kualitas pendidikan kejuruan mengacu pada masukan 

dan keluaran program, ungkapan standar dimana tujuan tertentu dapat 

dicapai. Konsep jaminan kualitas, implikasinya terhadap pendidikan 
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universitas tidak dapat terlalu ditekankan karena indikator kinerja 

pendidikan kejuruan masih membutuhkan perhatian serius. Pendidikan 

berkualitas baik sangat diperlukan dalam pengembangan total siswa, 

yang menjamin pengembangan, prospek pekerjaan dan realisasi tujuan 

dan sasaran akademis. Ada beragam faktor melawan terwujudnya 

pendidikan kejuruan berkualitas. Oleh karena itu, fokus dari makalah 

ini adalah untuk menyoroti konsep penjaminan mutu dalam pendidikan 

kejuruan, faktor-faktor yang menentangnya, dan strategi untuk 

memastikan penjaminan kualitas yang direkomendasikan. Makalah ini 

menyimpulkan bahwa jika penjaminan mutu dalam pendidikan 

kejuruan harus dicapai di universitas, ada kebutuhan akan langkah 

mendesak yang harus diambil untuk mereformasi program ini. 

Liudmila A. Rapatskaia, Elena V. Alekseeva, Elvira M. Vorontsova, 

Valentina V. Konstantinova, Aida G. Sadykova, Konstantin B. Tumarov, 

Anna S. Streltsova, Fedor F. Timirov dalam penelitiannya 

“Management of Students Professional Competencies Formation on the 

basis of Interdisciplinary Integration” menyatakan bahwa  Relevansi 

penelitian ini dikondisikan oleh modernisasi pelatihan profesional yang 

menjadi strategi unggulannya yaitu pembentukan kompetensi 

profesional. Pendidikan profesional dicirikan oleh keinginan untuk 

mengatasi isolasi profesional dan untuk mengembangkan sistem 

pelatihan profesional yang lebih demokratis dan efektif yang berfokus 

pada profesional kreatif yang kompetitif. Tujuan artikel ini adalah untuk 
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menyediakan mekanisme kontrol untuk pembentukan kompetensi 

profesional spesialis masa depan berdasarkan integrasi interdisipliner. 

Metode terdepan telah menjadi metode penelitian tindakan, yang 

memungkinkan memperoleh pengetahuan baru tentang pelatihan 

profesional para spesialis masa depan, yang berfokus pada 

pembentukan hubungan entitas-entitas, makna pribadi dan nilai-nilai 

kehidupan berdasarkan integrasi interdisipliner. Artikel tersebut 

mengungkapkan tren utama dalam pengembangan pelatihan profesional 

para spesialis masa depan (reformasi, aksesibilitas, soliditas dan 

kontinuitas); komponen pembentuk struktur kompetensi profesional 

dialokasikan (epistemologis, normatif dan fungsional); Keunikan 

formasi kompetensi profesional spesialis masa depan berdasarkan 

integrasi interdisipliner diklarifikasi (fokus pada pendidikan holistik 

sepanjang hidup; mengasuh kualitas sipil yang berkelanjutan dari orang 

tersebut; hubungan disiplin akademis, memastikan melengkapi isi, 

bentuk, metode dan sarana pelatihan profesional dan pembuatan modul 

pendidikan umum untuk berbagai alasan logis); Gagasan penerapan 

metode kasus dalam proses pelatihan disarankan. Hasil utama dari 

penelitian ini adalah: (1) Tren utama dalam pengembangan pelatihan 

profesional spesialis hukum masa depan (reformasi, aksesibilitas, 

soliditas dan kontinuitas); (2) komponen pembentuk struktur 

kompetensi profesional hukum masa depan (epistemologis, integritas 

pengetahuan, lingkup kewenangan regulator, tugas fungsional 
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profesional); (3) fitur pembentukan kompetensi profesional spesialis 

hukum masa depan berdasarkan integrasi interdisipliner (fokus pada 

pendidikan holistik sepanjang hidup; mendidik sifat-sifat kepribadian 

sipil berkelanjutan; hubungan disiplin akademis, memastikan 

komplementer konten, bentuk, metode dan sarana profesional pelatihan 

dan pembuatan modul pendidikan umum untuk berbagai alasan logis). 

Telah ditetapkan bahwa mekanisme manajerial pembentukan 

kompetensi profesional spesialis hukum masa depan atas dasar integrasi 

interdisipliner meliputi: (1) Hubungan disiplin akademik yang 

memastikan komplementaritas konten, bentuk, metode, sarana pelatihan 

profesional dan penciptaan modul pendidikan umum dengan berbagai 

alasan logis; (2) penggunaan metode kasus; (3) pembentukan minat 

berkelanjutan siswa dalam integrasi pengetahuan, kemampuan, dan 

keterampilan yang penting secara profesional. Pengajuan makalah dapat 

bermanfaat bagi para guru universitas riset, memberikan pelatihan 

spesialis hukum masa depan; bagi karyawan pusat untuk peningkatan 

keterampilan profesional dan pelatihan ulang staf dalam memilih dan 

menyusun konten pengembangan profesional spesialis hukum dan 

spesialis ilmiah-pedagogis dari penelitian ilmiah universitas. Dengan 

mempertimbangkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini sejumlah 

tantangan penelitian dan arah yang menjanjikan memerlukan 

pertimbangan lebih lanjut dapat dialokasikan. Penciptaan dukungan 

ilmiah dan metodologis yang inovatif, sebagai sistem kegiatan yang 
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saling terkait yang didasarkan pada prestasi sains dan yang terbaik. 

praktek-praktek yang ditujukan untuk pembentukan kompetensi 

profesional spesialis hukum masa depan berdasarkan integrasi 

interdisipliner; pengembangan pemantauan pembentukan kompetensi 

profesional spesialis hukum masa depan. Ditemukan bahwa efektivitas 

pengelolaan pembentukan kompetensi profesional spesialis hukum 

masa depan atas dasar integrasi interdisipliner akan dipromosikan, 

dalam kasus organisasi pelatihan profesional sesuai dengan "entitas-

entitas" jenis berkontribusi pada pembentukan makna pribadi dan nilai 

kehidupan. 

Stan Lesster (2013) dalam penelitiannya “Professional Standards, 

Competence And Capability”. Tujuan makalah ini adalah untuk 

menguji apakah gagasan tentang kompetensi dalam berbagai bentuknya 

memberikan dasar yang memadai untuk mengembangkan standar 

praktik profesional. Desain/ metodologi/ pendekatan tiga studi yang ada 

mengenai standar profesional dan proses kualifikasi yang ditetapkan, 

dimana dilakukan oleh penulis pada tahun 2007, 2009 dan 2012. 

Temuan dari penelitian ini bahwa kerangka kerja standar profesional 

diinformasikan dengan beberapa pendekatan yang berbeda terhadap 

kompetensi, walaupun pendekatan berbasis eksternal atau aktivitas 

serupa prinsip yang digunakan dalam standar pekerjaan di Inggris yang 

paling menonjol. Namun, ada batasan sejauh mana pendekatan berbasis 

kompetensi dapat secara memadai mewakili pekerjaan profesional yang 
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kompleks, dan ada ruang lingkup untuk memperbaiki relevansi dan 

ketahanan kerangka kerja dengan mengenalkan gagasan tentang 

kemampuan. Bukti disajikan untuk menunjukkan bahwa ini mulai 

terjadi pada beberapa kerangka kerja terkini yang dirancang dengan 

lebih baik. Ide kompetensi telah muncul di Inggris selama tiga dekade 

terakhir, diinformasikan oleh berbagai model meskipun paling 

signifikan oleh pendekatan fungsional yang diadopsi oleh "gerakan 

kompetensi" yang mendukung terciptanya standar kerja nasional dan 

NVQ. Pengertian kompetensi seperti yang digunakan banyak orang 

standar pekerjaan dan khususnya sebagaimana diartikulasikan dalam 

profesi telah melampaui batasan awal yang berasal dari pencarian 

kualifikasi untuk peserta pelatihan pada program pemerintah, namun 

hasil masih jelas dalam standar kompetensi dan kerangka kerja. 

Terlepas dari tradisi di mana mereka berbasis kekurangan sejumlah 

kecukupan baik untuk aplikasi dalam konteks kerja yang kompleks dan 

berkembang, dan untuk mendukung proses perizinan atau sign-off yang 

digunakan oleh profesi. Gagasan tentang kemampuan yang 

diartikulasikan pada tahap akhir dari program HEC memberikan 

pendekatan alternatif dan lebih terbuka terhadap "kemampuan untuk 

melakukan" yang sangat relevan dengan profesi, dan beberapa prinsip 

yang terlibat sudah muncul dalam contoh-contoh terdepan dari standar 

profesional. Karena kemampuan memiliki sifat yang kurang nyata 

daripada kompetensi, tidak mungkin bahwa "kerangka kemampuan" 
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akan muncul untuk menggantikan standar kompetensi dan kerangka 

kerja. Lebih realistis, pendekatan kemampuan mampu 

menginformasikan dan memodifikasi kerangka kerja kompetensi 

sehingga mereka mewakili sesuatu yang lebih mencerminkan pekerjaan 

profesional, dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi ciri 

lingkungan kerja dari banyak profesi seperti konteks yang muncul, 

berkembang dan praktik yang diperebutkan dan kebutuhan untuk 

penilaian cerdas dan menjalankan praktik etis. Sebagai sarana untuk 

mendukung profesionalisme dan akuntabilitas, ini akan tampak jauh 

lebih baik, lebih efektif dan kurang birokratis daripada berusaha 

mendefinisikan praktek yang kompeten melalui detail konteks terbatas. 

Reji Edakkandi Meethal (2014) dalam penelitiannya “Towards 

Building a Skill Based society in India”. Tujuan makalah ini adalah 

untuk menguji apakah kemitraan pemerintah swasta (public private 

partnership/ PPP) dalam pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja 

dapat atau mampu memberikan kontribusi dalam pelatihan 

keterampilan berkualitas dan layanan pekerjaan yang dapat terjangkau 

dengan harga terjangkau bagi masyarakat miskin dan juga bagian 

terpinggirkan dari populasi di India. Desain/ metodologi /pendekatan 

makalah ini mengadopsi pendekatan studi kasus. Bagian kunci dari 

makalah ini meninjau ulang struktur kejuruan dan keterampilan yang 

ada di negara ini dan prakarsa kebijakan baru-baru ini. Bagian lain dari 

makalah ini menjelaskan model bisnis Gram Tarang, menyoroti strategi 
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mereka untuk memobilisasi kandidat, infrastruktur pelatihan, kurikulum 

dan aspek kunci dari kemitraan dengan industri dan pengusaha, strategi 

untuk peningkatan dan keberlanjutan. Tinjau kembali pengalaman masa 

lalu dalam pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja di negara ini 

menunjukkan bahwa baik institusi pelatihan publik maupun swasta 

tidak dapat memberikan pelatihan berkualitas yang responsif terhadap 

tuntutan industri. Gram Tarang memberikan contoh model PPP yang 

membantu kaum muda yang dibatasi oleh tingkat pendapatan rendah, 

keterampilan yang tidak memadai, pekerjaan tidak teratur dan tidak 

adanya kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan. Model ini 

memiliki beberapa fitur penting yang mencakup pendekatannya 

terhadap mobilisasi calon calon, berbagi biaya program, kurikulum, 

perancangan dan penyampaian program pelatihan yang telah 

diakreditasi melalui konsultasi dengan mitranya, dialog dan antarmuka 

yang konstan dengan organisasi mitra, mobilisasi sumber daya dan 

skala naik melalui hubungan dan model berbicara. Makalah ini 

mencoba untuk mengisi kesenjangan dalam literatur tentang 

pengembangan keterampilan inklusif dan kemampuan kerja. 

Kesimpulan penelitian ini adalah sistem dan lembaga pelatihan 

kejuruan di seluruh dunia, baik di sektor publik maupun swasta, gagal 

menanggapi kebutuhan populasi yang terus berkembang dan pasar 

tenaga kerja yang berubah dengan cepat. Kaum muda yang bisa 

mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan jika dilatih sering 
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menganggur atau setengah menganggur. Krisis pelatihan kejuruan 

merupakan gabungan dari tiga masalah utama: pelatihan kerja adalah 

mahal, ada ketidakcocokan antara pelatihan yang ditawarkan dan 

keterampilan yang dibutuhkan, dan pelatihan seringkali sulit untuk 

diakses dan digunakan, terutama bagi mereka yang sangat 

membutuhkan (Grierson , 2000). Dalam konteks ini, pengalaman 

GTETS memberikan contoh model PPP yang membantu kaum muda 

yang terkendala oleh tingkat pendapatan rendah, keterampilan yang 

tidak memadai, pekerjaan tidak teratur dan tidak adanya kesempatan 

untuk pelatihan dan pengembangan. GTETS membantu anak-anak 

muda ini memperoleh keterampilan yang dapat digunakan dalam 

lingkungan belajar yang mengembangkan kemampuan mereka yang 

melekat. Model ini memiliki beberapa fitur penting yang meliputi 

pendekatannya untuk memobilisasi kandidat prospektif, berbagi biaya 

program, kurikulum terakreditasi, desain dan penyampaian program 

pelatihan dalam konsultasi dengan mitra, dialog konstan dan antarmuka 

dengan organisasi mitranya, mobilisasi sumber daya dan penskalaan 

melalui hub dan berbicara model. Secara khusus, program penempatan 

kerja yang disponsori industri GTETS sangat sukses dan memberikan 

pembelajaran untuk pengembangan lebih lanjut dari model GTETS. 

Pengalaman ini menunjukkan bahwa model bisnis Jasa Pelatihan 

Empabilitas Gram Tarang memberikan solusi untuk masalah utama 

dalam pasar pelatihan kerja. Berbeda dengan model pelatihan 
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keterampilan tradisional oleh lembaga publik dan swasta, ia 

mengadopsi model bisnis yang dipimpin pasar. Ini mengusulkan solusi 

dalam hal kurikulum kualitas, infrastruktur, fakultas yang berkualitas, 

antarmuka industri untuk memastikan penempatan dan pembagian 

biaya dari program pelatihan untuk membuatnya terjangkau bagi bagian 

masyarakat yang kurang beruntung. Dalam perancangannya, model 

pelatihan GTETS memberikan kaum muda yang terpinggirkan dan 

kurang mampu dengan keberlanjutan ekonomi, martabat di tempat kerja 

dan keamanan ekonomi sosial disandingkan dengan tuntutan pasar yang 

dinamis. 

Antonios Panagiotakopoulos (2012) dalam penelitiannya 

“Employability skills development in Greek higher education 

institutions (HEIs) Implications for policy makers”. Tujuan makalah ini 

adalah untuk melihat usaha pengembangan keterampilan kerja dari 

institusi pendidikan tinggi Yunani (HEIs) dan merekomendasikan cara 

untuk membantu mereka menciptakan lulusan yang dapat dipekerjakan. 

Desain/metodologi/ pendekatan. Makalah ini mengacu pada analisis 

data sekunder yang ekstensif. Terungkap bahwa HEIs di Yunani telah 

gagal sejauh ini, untuk mengintegrasikan keterampilan kunci ke dalam 

kurikulum mereka dan sebagai hasilnya, para lulusan tidak dilengkapi 

dengan berbagai keterampilan yang dirancang untuk menjadi nilai 

praktis dalam dunia kerja. Sistem HE di negara ini sangat terpusat dan 

dikontrol oleh negara dan dengan demikian, universitas tidak dapat 
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memulai reformasi independen. Menurut OECD (2007), Yunani 

memiliki salah satu sistem HEIs yang paling bermasalah di antara 

negara-negara OECD. Hal ini tercermin pada rendahnya kualitas hasil 

pendidikan tersier: tingkat pascasarjana rendah, studi membutuhkan 

waktu lama untuk diselesaikan dan angka putus sekolah tinggi. Secara 

keseluruhan, bukti yang tersedia mengungkapkan bahwa HEIs di 

Yunani tidak menawarkan program magang atau mereka menyediakan 

siswa dengan kurikulum berbasis keterampilan (atau modul 

pengembangan ketrampilan yang berdiri sendiri) yang dapat membantu 

mereka mengembangkan keterampilan kunci tertentu yang diminta oleh 

majikan. Penekanannya tampak pada siswa yang memperoleh 

pengetahuan teoretis semata, subjek khusus. Dalam keadaan seperti itu, 

peran HEIs di negara itu tetap dirusak. Sebagai Fallows dan Steven 

(2000) stres, meskipun HEIs memiliki tanggung jawab untuk 

memberikan siswa mereka dengan pendidikan yang beralasan dalam 

disiplin yang dipilih, tidak lagi untuk menghasilkan ahli teknis pekerja 

keras. Keadaan hari ini menuntut berbagai keterampilan utama dan 

untuk mengabaikan ini akan menjadi kegagalan di pihak HEIs. 

Kesimpulan makalah ini berpendapat bahwa ada kebutuhan mendesak 

bagi para pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan nasional 

mengenai keterampilan kunci di HEIs, untuk membantu siswa 

mendapatkan lapangan kerja, dan juga membantu perusahaan domestik 

memenuhi kebutuhan keterampilan mereka. Implikasi Praktis. Makalah 
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ini menunjukkan bahwa peran HEIs di negara ini tetap dirusak. Dalam 

konteks ini disarankan agar skema magang pascasarjana perlu 

dikembangkan untuk mempersiapkan lulusan dunia kerja dan modul 

yang berdiri sendiri seputar keterampilan kunci harus dimasukkan ke 

dalam setiap program studi. Selain itu, dekan, pemimpin departemen 

dan staf pengajar harus berkomitmen terhadap inisiatif keterampilan 

dan harus berupaya mengembangkan kurikulum berbasis keterampilan 

yang akan membekali siswa dengan keterampilan yang dapat 

dipasarkan. Makalah ini menginformasikan literatur yang ada tentang 

upaya pengembangan usaha pengembangan HEIs dalam konteks negara 

maju, di mana pemahaman saat ini sangat terbatas.  

Jana JUHÁSOVÁ (2014) dalam penelitiannya “Development Of 

Key Competencies Of Pupils Technical Vocational Education”. Tujuan 

makalah ini adalah untuk menunjukkan kemungkinan pengembangan 

kompetensi kunci dalam pengajaran pendidikan kejuruan teknis. 

Dengan pengembangan kompetensi kunci, kita berkontribusi pada 

pembelajaran seumur hidup, proses perubahan konstan dan jumlah 

perkembangan lebih lanjut dalam masyarakat kita. Tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas pengembangan 

didaktik kompetensi kunci dengan memperkenalkan metode pengajaran 

pengaktifan dan tradisional. Untuk memenuhi tujuan utama, 

rumusannya adalah untuk mencari pandangan siswa dan guru untuk 

menggunakan metode pengajaran yang sesuai yang lebih memilih untuk 
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bekerja secara mandiri dan pengembangan bersama kompetensi inti 

dalam subjek transportasi Jalan. Berdasarkan sub-target kami telah 

menetapkan hipotesis utama dan hipotesis kerja yang dihasilkan. Ini 

kami secara statistik dievaluasi dan hasilnya menegaskan bahwa 

pengenalan metode mengaktifkan dalam pembelajaran mengajar lebih 

efektif daripada pengajaran tradisional. Efisiensi dalam hal ini, lebih 

baik hasil yang dicapai dalam tes prestasi yang signifikan sikap positif 

siswa yang dinyatakan dalam kuesioner. Merancang sistem 

eksperimental pengajaran kejuruan dengan silabus lebih efektif 

daripada pengajaran tradisional bahkan dikonfirmasi setelah pengolahan 

statistik dari hasil hipotesis. Kesimpulan penelitian ini adalah tujuan 

dari tesis ini adalah untuk membandingkan efektivitas pengembangan 

didaktik kompetensi kunci dengan memperkenalkan mengaktifkan dan 

metode pengajaran tradisional. Hasil penelitian empiris yang bertujuan 

untuk mengembangkan kompetensi kunci siswa di bidang teknis 

pendidikan menegaskan bahwa para siswa kelompok eksperimen 

menunjukkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan sikap untuk 

mengajar subjek, tetapi wawancara akhir, metode yang diterapkan 

pengajaran ingin selamat datang di mata pelajaran lain. Pemilihan 

sampel terdiri dari siswa kelas 4 Sekolah Menengah dan mengajarkan 

subjek transportasi jalan khusus. Sebelum mengajar, perlu memeriksa 

pengetahuan murid dan secara konsekuen murid dibagi menjadi 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pembagian ini didahului 
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oleh hasil tes prestasi masuk. Menurut kurikulum yang ditentukan dan 

metode pengajaran yang disiapkan, melakukan dalam kelompok 

eksperimen yang mengajar itu sendiri. Pada setiap pelajaran dalam 

kelompok eksperimen, menggunakan setidaknya satu metode 

pengaktifan. Sebaliknya, pada kelompok kontrol diajarkan dengan cara 

tradisional. Hasil dari pendapat, sikap keluar dari kuesioner yang 

menguasai kurikulum lebih mudah bagi mereka dan lebih menarik. 

Berdasarkan hasil penelitian kami dapat mengkonfirmasi efektivitas 

instruksi, yang dikonfirmasi oleh hasil yang lebih baik murid. 

Kemajuan tujuan tercermin dalam pengembangan kompetensi intinya, 

yang menghasilkan pelatihan yang ditargetkan untuk pengembangan 

progresif mereka. Dengan karya ini kami ingin menyoroti pentingnya 

menggunakan metode pengaktifan dalam pengajaran yang berkontribusi 

pada pengembangan kompetensi utama siswa dan guru pada saat yang 

sama. Solusi, hasil dan rekomendasi dipresentasikan di konferensi 

nasional dan internasional. Diharapkan bahwa hasil yang disajikan 

berkontribusi pada wawasan yang lebih dalam ke dalam masalah 

penelitian, menciptakan ruang untuk debat yang informatif dan akan 

membuka perspektif baru untuk meningkatkan pengembangan 

kompetensi inti dalam pengajaran. 

Liying Cheng & Melisa Spaling & Xiaomei Song (2012) dalam 

penelitiannya “Barriers and Facilitators to Professional Licensure and 

Certification” menyatakan bahwa pengujian merupakan komponen 
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penting dari lisensi profesional dan sertifikasi, yang berfungsi sebagai 

alat pengambilan keputusan yang kuat untuk menyertakan atau 

mengecualikan profesional terdidik internasional dari profesi masing-

masing di Kanada. Penelitian ini menguji peran lisensi profesional dan 

sertifikasi dari calon tenaga kerja yang baru tiba melalui Profesional 

terdidik internasional (IEPs) dalam empat profesi: guru, insinyur, 

perawat, dan dokter. Penelitian dilakukan di Kingston dan Windsor, 

ON, Canada. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung. Istilah 

lisensi dan sertifikasi, yang digunakan untuk profesi berbeda di Ontario, 

sedikit arti yang berbeda dan melibatkan kebutuhan yang berbeda pula 

antara empat profesi tersebut. Perizinan dan persyaratan sertifikasi 

untuk profesi ini berbeda-beda, namun semua memerlukan proses 

aplikasi dan pengujian. Hambatan yang terjadi adalah individu dan 

struktural untuk IEPs yang telah diidentifikasi dalam literatur. 

Hambatan bagi individu telah digambarkan sebagai sosio-psikologis 

isolasi (Ngo dan Este 2006). Hambatan struktural telah digambarkan 

terutama sebagai lembaga/ profesi gagal untuk mengenali mandat dari 

IEPs, dan organisasi profesi yang bertindak sebagai penjaga gerbang 

untuk memasukkan belum termasuk IEPs. Penelitian ini berusaha untuk 

mengeksplorasi peran bahwa pengujian sertifikasi dalam bahasa Inggris 

berperan di sertifikasi profesional dari perspektif IEPs. Penelitian ini 

difokuskan pada IEPs mewakili empat profesi (guru, perawat, insinyur, 

dokter). Panduan wawancara diuraikan pertanyaan untuk 
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mengeksplorasi persepsi IEPs' mengenai pengalaman dengan proses 

sertifikasi. Pertanyaan difokuskan pada tiga bidang utama: (1) 

pemahaman dan interpretasi prosedur pengujian, biaya (2) pendapat dan 

manfaat tes, dan (3) persepsi terhadap keseluruhan proses pengujian 

sertifikasi. Wawancara tatap muka dilakukan dengan 18 IEPs pada 

musim gugur 2010. Wawancara berlangsung dari 30-60 menit, dengan 

audio yang direkam, dan verbatim ditranskrip oleh transcriptionist 

profesional. Analisis data terdiri dari multi-langkah, proses berulang, 

difasilitasi oleh penggunaan NVivo 8, sebuah program perangkat lunak 

analisis kualitatif. Karena kita mengantisipasi bahwa peserta berbeda 

profesi akan mengadakan berbagai perspektif perizinan dan sertifikasi, 

maka kami pertama kali melakukan analisis isi menurut kelompok 

profesional (dimulai dengan insinyur, dan bekerja melalui guru, 

perawat, dan dokter). Transkrip wawancara untuk masing-masing 

kelompok melalui membaca sebagai konsistensi dengan analisis data 

kualitatif (McMillan dan Schumacher 2006). Dari 18 wawancara (2 

insinyur, 4 perawat, 5 guru, 7 dokter), setengah peserta masing-masing 

dari Kingston dan Windsor, Ontario,  mayoritas (13) dari peserta adalah 

perempuan. Pada saat wawancara, empat peserta telah disertifikasi 

untuk berlatih di Kanada; dari 14 peserta yang tersisa, sebagian besar 

sedang dalam tahap proses sertifikasi dan beberapa belum pernah 

mengalami pengujian sertifikasi. Semua peserta memiliki kualifikasi 

profesional dan pendidikan dari negara asal mereka; mayoritas juga 



61 
 

 
 

memiliki pengalaman kerja profesional sebelum berimigrasi ke Kanada. 

Lebih dari setengah (11) dari peserta melaporkan bahwa bahasa Inggris 

adalah bahasa pengantar untuk pendidikan pasca-sekolah menengah 

mereka. Temuan utama menunjukkan bahwa hambatan dan fasilitator 

untuk sertifikasi yang seragam di empat profesi, ada yang tidak muncul 

untuk biaya atau manfaat dari sertifikasi di setiap satu profesi. Ada dua 

hal utama yang digambarkankan data ini dan menunjukkan faktor-

faktor kompleks yang mempengaruhi kemungkinan sertifikasi yang 

sukses untuk IEPs: (1) perspektif dari pengujian terhadap proses 

aplikasi dan (2) perspektif hambatan dan fasilitator untuk sertifikasi di 

Ontario. Pra-ujian sertifikasi dapat diartikan sebagai titik awal untuk 

memastikan kualifikasi dasar (misalnya, kemampuan berbahasa 

Inggris), pengujian sertifikasi (tahap 2) melibatkan ujian tertulis dan 

ujian lisan untuk mengevaluasi pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan berkaitan dengan profesi mereka. Secara keseluruhan dan 

tidak mengherankan, pendidikan dan pelatihan berkaitan erat dengan 

standar Kanada, kemampuan mahir berbahasa Inggris, sumber daya 

internal dan eksternal yang melimpah, dan dukungan dari organisasi 

keluarga dan masyarakat tampaknya lebih mungkin untuk mendapatkan 

sertifikasi profesional daripada peserta dengan pendidikan dan pelatihan 

yang tidak sesuai dengan standar Kanada, kemampuan bahasa Inggris 

yang tidak memadai, sumber daya internal dan eksternal yang terbatas, 

dan dirasakan kurangnya dukungan. Kesimpulan penelitian ini adalah 
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Mengingat bahwa penelitian ini menyoroti peran penting dari dukungan 

keluarga dan masyarakat, penelitian di masa depan dapat 

mengeksplorasi sifat dan umur dari sistem pendukung ini dan dampak 

potensial dari berkurangnya dukungan pada pengujian sertifikasi, 

terutama dalam kaitannya dengan dokter. Dengan mempertimbangkan 

bahwa proses pengujian sertifikasi tergantung pemukiman, lingkup dari 

penelitian masa depan dapat mengeksplorasi perbedaan dalam 

dukungan lingkungan pemukiman.  Hal ini penting untuk studi dalam 

memeriksa perspektif IEPs di sertifikasi profesional di Kanada. Temuan 

dari penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan pembuat 

kebijakan (asosiasi sertifikasi khususnya), pemukiman dan penyedia 

layanan integrasi, kewarganegaraan dan lembaga imigrasi, dan 

menawarkan wawasan ke dalam kebijakan yang ada, mengenai peran 

pengujian dalam sertifikasi profesional dan mungkin dampak kebijakan 

di masa depan dalam sertifikasi IEPs di Kanada. Temuan menunjukkan 

faktor internal dan eksternal yang terkait dengan proses pengujian yang 

berdampak, apakah IEPs dapat terus berlatih dan dapat berkontribusi 

untuk tujuan sosial dan ekonomi jangka panjang di Kanada. 

Geana W. Mitchell Leane B. Skinner Bonnie J. White (2010) 

dalam penelitiannya “Essential Soft Skills For Success In The Twenty-

First Century Workforce” menyatakan Soft skill menggambarkan 

atribut karir bahwa individu harus memilikinya, seperti keterampilan 

tim, kemampuan komunikasi, etika, keterampilan manajemen waktu, 
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dan penghargaan atas keragaman. Dalam tenaga kerja abad kedua puluh 

satu, soft skill penting dalam setiap sektor bisnis. Namun, pengusaha 

dalam bisnis sering melaporkan bahwa karyawan baru kurang memiliki 

soft skill. Literatur juga menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut 

diperlukan di bidang soft skill, untuk mengeksplorasi metodologi 

instruksional yang dapat diterapkan oleh pendidik di bidang bisnis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Alabama 

sebagai lembaga pendidikan bisnis tentang pentingnya soft skill untuk 

sukses dalam menyiapkan tenaga kerja abad kedua puluh satu. Metode 

penelitian dengan melakukan survey di Alabama lembaga pendidikan 

bisnis untuk menilai pentingnya soft skill tertentu dan bagaimana 

keterampilan ini mempengaruhi keberhasilan dalam angkatan kerja. 

Tenaga kerja abad kedua puluh satu telah mengalami perubahan yang 

luar biasa karena kemajuan teknologi, akibatnya cara lama  dalam 

melakukan sesuatu mungkin efektif tetapi tidak efisien . Asosiasi 

Pendidikan Bisnis Nasional (NBEA) menyatakan bahwa kekurangan 

keterampilan tenaga kerja yang dinamis saat ini melampaui 

keterampilan kerja akademik. Oleh karena itu, cara terbaik untuk 

mempersiapkan potensi karyawan untuk tenaga kerja ke depan adalah 

mengembangkan tidak hanya teknis tetapi juga berhubungan dengan 

kemampuan manusia. Tujuan dari Studi ini yaitu melakukan pergeseran 

paradigma dalam angkatan kerja abad kedua puluh satu dengan 

memaksa membekali karyawan dengan soft skill yang menjadi sangat 
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penting bahkan dalam lingkungan teknis. Ini mendukung pandangan 

Evenson yang percaya bahwa membekali siswa dengan soft skill bisa 

membuat perbedaan dalam memperoleh dan mempertahankan 

pekerjaan yang telah mereka rencanakan. Pergeseran dunia kerja di 

Amerika Serikat membutuhkan karyawan untuk dapat memberikan 

interaksi yang lebih personal dengan orang lain daripada sebelumnya, 

akibatnya hanya dengan keterampilan teknis tradisional tidak akan 

cukup di pasar global baru. Untuk memastikan keberhasilan, siswa 

memasuki angkatan kerja abad kedua puluh satu harus memiliki 

keterampilan non-teknis soft skill bersama dengan kompetensi teknis. 

Masalah efektifitas soft skill ke dalam kurikulum bisnis dapat 

membantu siswa memperoleh dan mempertahankan pekerjaan di 

angkatan kerja abad dua puluh satu. Dikutip dari The NBEA berbagai 

tantangan ada, tetapi juga ada peluang yang signifikan bagi pendidik 

untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. The NBEA juga 

menekankan pentingnya mengintegrasikan soft skill dalam kurikulum 

bisnis. Penelitian ini dirancang untuk menentukan (a) sejauh mana 

pendidikan bisnis Alabama menganggap soft skill khusus menjadi 

penting untuk keberhasilan tenaga kerja abad dua puluh satu dan (b) 

apakah ada perbedaan yang dirasakan pentingnya pendidikan bisnis 

Alabama dalam soft skill untuk suksesnya tenaga kerja abad kedua 

puluh satu berdasarkan variabel demografis berikut: jumlah tahun 

ajaran, kelas tingkat tertinggi, sertifikat pendidik profesional, tingkat 
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kelas yang diajarkan, lokasi sekolah, dan jenis sekolah. Sampel 

sistematis 530 pendidik bisnis diambil dari populasi dengan memilih 

setiap nama pada daftar abjad dari 1061 pendidik bisnis sekunder. Dua 

puluh delapan persen (28%) dari sampel (n = 530) dari pendidik bisnis 

kembali disurvei yang digunakan untuk analisis. Instrumentasi data 

dikumpulkan melalui survei yang telah dirancang peneliti. Survei ini 

dirancang untuk mengumpulkan data tentang guru dengan latar 

belakang/demografi (Bagian 1) dan pada pentingnya soft skills (Bagian 

2). Dalam Bagian 2 soft skill tertentu yang terdaftar dengan skala 

tertentu untuk mengukur seberapa penting yang dirasakan mereka. 

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam desain penelitian 

deskriptif, instrumen survey dan pengumpulan data kelompok yang 

dipilih dari pendidik, peneliti diminta untuk meninjau instrumen survei 

untuk kejelasan arah, konsep dan definisi. Mereka diminta untuk 

membantu dalam mengembangkan instrumen yang efektif serta 

menawarkan pada mereka tentang apakah instrumen dapat mengukur 

apa yang sudah dimaksudkan. Komentar, masukan dan rekomendasi 

dari masing-masing anggota dimasukkan ke dalam instrumen akhir. 

Hasilnya kemudian dikirim ke sampel untuk pengumpulan data. Hasil 

statistik deskriptif dihitung dengan menggunakan SPSS untuk 

meringkas, menganalisis, mengatur, dan menggambarkan data dan 

untuk memberikan indikasi hubungan antara variabel. Sebuah Pearson 

Product-Momen Korelasi ini digunakan untuk menentukan apakah ada 
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hubungan yang signifikan antara pentingnya soft skill secara spesifik 

mempengaruhi keberhasilan dalam angkatan kerja dan jumlah tahun 

yang telah pendidik ajarkan pada pendidikan bisnis. Sebuah desain 

anova digunakan untuk menentukan apakah perbedaan ada di antara 

pentingnya soft skill mempengaruhi keberhasilan tenaga kerja dan 

faktor-faktor demografis lainnya. Seratus empat puluh sembilan 

instrumen (149) survei digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini. Kesimpulan penelitian ini adalah Pendidikan bisnis 

Alabama menganggap soft skill menjadi komponen penting dari 

kurikulum pendidikan bisnis/ marketing untuk sukses dalam tenaga 

kerja abad kedua puluh satu. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

pendidik bisnis Alabama mendukung integrasi soft skill dalam 

kurikulum pendidikan bisnis/marketing. Pendidikan bisnis Alabama 

menunjukkan pentingnya soft skill melampaui faktor demografi. 

Kebanyakan faktor demografi tidak relevan dengan persepsi tentang 

pentingnya soft skill untuk sukses di tempat kerja. Data menunjukkan 

bahwa jumlah tahun mengajar, gelar dan diadakannya sertifikasi, 

tingkat kelas dan jenis sekolah yang ditemukan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap persepsi responden tentang 

pentingnya soft skill. Namun, lokasi sekolah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap dirasakan pentingnya soft skill. Oleh karena itu, 

persepsi tentang pentingnya soft skill yang lebih dipengaruhi oleh 

lokasi sekolah daripada dengan latar belakang pendidik. Pendidik di 
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sekolah-sekolah kota secara keseluruhan pentingnya soft skill lebih 

tinggi dari pendidik di sekolah pinggiran. Sebuah hirarki ada di antara 

pendidik bisnis Alabama mengenai pentingnya soft skill yang dipilih. 

Meskipun literatur menjelaskan bahwa semua soft skill dalam studi 

penting dan relevan, tetapi tidak semua soft skill dirasakan oleh 

pendidik bisnis Alabama sebagai sama pentingnya. Misalnya, pendidik 

bisnis diidentifikasi komunikasi umum dan etika umum sebagai soft 

skill yang paling penting untuk sukses dalam tenaga kerja abad kedua 

puluh satu. Juga, komunikasi tertulis dan keterampilan manajemen 

waktu/organisasi dinilai sebagai lebih penting daripada etika bisnis, 

keragaman, layanan pelanggan, pemecahan masalah / keterampilan 

berpikir kritis, keterampilan komunikasi lisan, dan keterampilan 

kepemimpinan. 

Lester, Scott W; Dwyer, Dale J (2012) dalam penelitiannya 

“Motivations and benefits for attaining HR certifications” .Tujuan dari 

makalah ini adalah untuk menguji motivasi dan manfaat bagi yang ingin 

dan tidak ingin memperoleh PHR dan SPHR. Desain/ metodologi/ 

pendekatan menggunakan sampel dari 1.862 peserta, penelitian 

menggunakan logistik multinomial dan regresi linier hirarkis untuk 

menguji enam hipotesis. Peserta yang memperoleh SPHR lebih 

mungkin untuk melaporkan motivasi intrinsik pencapaian sertifikasi, 

sementara responden PHR lebih mungkin untuk melaporkan alasan 

ekstrinsik. Responden merasa kurangnya manfaat sertifikasi. SPHR 
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khawatir tentang kendala waktu. Kelompok yang menginginkan dan 

tidak menginginkan menunjukkan perbedaan demografi dan komitmen 

pada profil mereka. Keterbatasan penelitian adalah sampel terbatas 

hanya pada orang-orang profesional yang aktif dalam hal SHRM lokal 

mereka.Di sejumlah pekerjaan sertifikasi telah dikaitkan dengan gaji 

yang lebih tinggi. Misalnya, profesional di bidang teknologi informasi 

(TI). Sebuah studi profesional sumber daya manusia dan Pemilik 

perusahaan dimana mereka ditugaskan oleh HRCI menemukan bahwa 

di antara 1.592 responden dari 70 negara, karyawan HR menilai 

sertifikasi HR professional sangat dihargai karena mencerminkan 

praktisi dan professional serta pengalaman HR yang bersertifikat 

professional dengan menunjukkan komitmen untuk belajar seumur 

hidup dan sertifikat professional membantu kemajuan karir. Pada 

intinya, sertifikasi profesional HR menunjukkan penilain lebih berharga 

melalui penguasaan pengetahuan inti HR profesional dalam pekerjaan 

oleh atasan dan teman sepekerjaan. Tujuan utama dari studi ini adalah 

untuk mengisi kesenjangan dalam literatur dengan melakukan studi 

multi-perspektif sertifikasi HR. Penelitian ini menggunakan sampel 

yang mencakup tiga kelompok profesional HR yaitu mereka yang tidak 

tertarik untuk mendapatkan sertifikasi, mereka yang sedang 

mengusahakan sertifikasi, dan orang-orang yang sudah bersertifikat. 

Secara khusus, kita akan memeriksa sejauh mana kelompok-kelompok 

ini berbeda dalam persepsi mereka tentang manfaat yang terkait dengan 
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sertifikasi. HR profesional bersertifikat dan profesional HR yang saat 

ini memperoleh sertifikasi akan terlihat lebih kuat, hubungan positif 

antara alasan dalam memutuskan untuk mendapatkan sertifikasi HR 

dengan rekan-rekan mereka yang tidak tertarik dalam memperoleh 

sertifikasi. Orang akan berharap bahwa para profesional muda akan 

lebih mungkin memperoleh sertifikasi dibandingkan profesional yang 

lebih tua yang dapat untuk meningkatkan gaji mereka dan promosi 

peluang jabatan. Kelompok usia 25-34 tahun dilihat lebih 

memprihatinkan dengan penghasilan belum sesuai kualifikasi yang 

dibutuhkan untuk pilihan pekerjaan atau penghasilan yang lebih tinggi. 

Di antara orang dewasa berusia 35 tahun atau lebih, penulis ini 

menemukan bahwa usia meningkat keinginan untuk sertifikasi 

menurun. Jika profesional HR merasakan bahwa supervisor atau rekan-

rekan yang menekan dia untuk memperoleh sertifikasi mungkin akibat 

dari takut biaya yang terkait apabila tidak memiliki perintah untuk 

sertifikasi. Asumsinya adalah bahwa atasan menghargai sertifikasi 

karena mereka menunjukkan kemampuan khusus, pengetahuan, atau 

keterampilan, tetapi bagi yang belum bersertifikasi tidak teramati atau 

tidak handal untuk diuji. Dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan 

faktor-faktor yang berpengaruh kuat pada keputusan profesional untuk 

tidak melegalisasikan kompetensinya. Sementara waktu dan uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi patut dicatat, Teori Human 

Capital akan menyarankan  bahwa biaya yang dikeluarkan tidak akan 
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berpengaruh cukup besar untuk menghentikan seseorang mendapatkan 

sertifikasi kecuali mereka yang tidak memahami manfaat yang 

dihasilkan dari sertifikasi. Profesional bersertifikat akan lebih mungkin 

untuk melaporkan peningkatan manfaat intrinsik (yaitu tantangan, 

kepercayaan diri dalam kinerja, otonomi) sebagai hasil dari sertifikasi 

daripada melaporkan peningkatan manfaat ekstrinsik (yaitu bayaran, 

promosi, pemasaran). 

Langkah-langkah dalam penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Sertifikasi HR. Peneliti meminta responden untuk mengidentifikasi 

status sertifikasi mereka untuk kedua PHR dan SPHR tersebut.  

2. Komitmen kerja. Skala enam item untuk afektif dan kelanjutan 

komitmen diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian ini.  

3. Alasan untuk mengejar sertifikasi HR. Peneliti meminta responden 

untuk menunjukkan pada empat titik skala alasan ekstrinsik (yaitu 

peningkatan gaji, pencapaian promosi, peningkatan pemasaran), 

alasan intrinsik (yaitu keinginan untuk otonomi yang lebih, 

meningkat tantangan, meningkatkan kepercayaan diri dalam 

kinerja), dan alasan tekanan sosial (yaitu rekan-rekan telah 

disertifikasi, atasan anda ingin anda disertifikasi).  

4. Alasan untuk tidak mengejar sertifikasi HR. Responden diminta 

untuk menunjukkan, pada empat titik skala Likert yang sama seperti 

yang ditunjukkan sebelumnya, sejauh mana dirasakan kurangnya 

nilai intrinsik (item yang sama) dan atau dirasakan kurangnya nilai 
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ekstrinsik (item yang sama) mempengaruhi keputusan mereka untuk 

tidak mengejar sertifikasi HR.  

5. Manfaat sertifikasi HR. Responden diminta untuk menunjukkan 

sejauh mana sertifikasi menyebabkan manfaat sebagai berikut: 

peningkatan pemasaran, peningkatan gaji, promosi dipercepat, 

tantangan peningkatan pada pekerjaan, peningkatan tingkat kinerja, 

dan tingkat yang lebih tinggi otonomi.  

6. Variabel demografis. Survei tersebut meminta responden untuk 

memilih rentang usia mereka saat ini .peserta juga melaporkan seks 

mereka dan tingkat pendidikan tertinggi mereka menyelesaikan. 

Singkatnya, tampak bahwa pengaruh terbesar pada keputusan untuk 

tidak memperoleh sertifikasi adalah bahwa hal itu dianggap tidak 

bernilai dengan melihat mereka yang memiliki sertifikasi. Sementara 

biaya tampaknya tidak menjadi factor utama untuk memutuskan 

mengikuti sertifikasi PHR sebagai salah satu hal yang mungkin telah 

diasumsikan, tetapi waktu adalah penghalang utama untuk mengejar 

SPHR. Beberapa manfaat sertifikasi sukarela (yaitu peningkatan 

pemasaran dan meningkatkan kepercayaan diri dalam kinerja) mungkin 

digeneralisasikan di bidang yang berbeda, sedangkan manfaat lain tidak 

digeneralisasikan. Temuan peneliti menunjukkan bahwa sertifikasi HR 

tidak membantu mencapai hasil keuangan yang diinginkan, seperti 

prestasi kenaikan gaji dan kenaikan gaji terkait dengan promosi. 

Dengan demikian, HR profesional yang menganggap bahwa mereka 
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akan menuai manfaat moneter yang sama dari sertifikasi profesional di 

bidang lain seperti manajemen keperawatan, IT, namun hasil yang lebih 

nampak pada ekstrinsik yang mengalir dari pencapaian HR sertifikasi. 

Setiap individu cenderung memperhitungkan kebutuhan pekerjaan 

dengan mempertimbangan tujuan karir profesional jangka panjang 

ketika membuat keputusan pribadi tentang apakah mengikuti sertifikasi 

atau tidak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika sertifikasi HR 

adalah untuk melanjutkan tren pertumbuhan saat ini, profesi harus 

proaktif menanggapi temuan terbaru tentang sertifikasi HR. Secara 

khusus, organisasi perlu kongkrit memperkuat nilai sertifikasi 

profesional, badan sertifikasi perlu melakukan studi validasi untuk 

menunjukkan jika ada hubungan yang signifikan antara sertifikasi dan 

kinerja, dan perlu ada komunikasi yang lebih baik tentang cara-cara di 

mana seorang profesional secara efektif dapat menavigasi hambatan 

yang terkait dengan proses sertifikasi. Peneliti berharap bahwa 

penyelidikan saat ini akan memicu pemeriksaan lebih lanjut dan wacana 

di masing-masing daerah. 

Urnika Mudhifatul Jannah, Hary Suswanto, dan Anik Nur 

Handayani (2016) dalam penelitiannya “Vocational High School 

Student’s Readiness to Work in Internet Service Provider Enterprise: 

Based on Mastery Vocational Competence, Internship and Job 

Interest” menyampaikan bahwa kesiapan kerja mahasiswa pascasarjana 

SMK (SMK) dapat dipengaruhi oleh keberhasilan pembelajaran di 
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sekolah dan penerapan praktik lapangan kerja di dunia bisnis/ dunia 

industri. Salah satu indikator yang menunjukkan kesiapan kerja 

mahasiswa pascasarjana jurusan Keahlian Teknik Jaringan Komputer 

(TKJ) di perusahaan Penyedia Jasa Internet (ISP) dapat dilihat dari 

pencapaian kompetensi kejuruan, implementasi praktik lapangan 

industri, dan minat kerja siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

proportional random sampling sebesar 205 0f 420 siswa kelas XI paket 

keahlian SMK TK sebagai sampel. Pengambilan data penelitian untuk 

implementasi variabel praktek industri lapangan, variabel minat kerja 

siswa, dan kesiapan kerja pada variabel perusahaan ISP dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner, sedangkan untuk pencapaian 

kompetensi keterampilan administrasi server jaringan menggunakan 

dokumentasi skor. Analisis data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa koefisien keseluruhan jalur signifikan. Hipotesis 

alternativa (Ha) disampaikan diterima, dengan penjelasan sebagai 

berikut: (1) koefisien jalur X1 dan X2to Y secara simultan adalah 

0,242; (2) koefisien jalur X1 ke Y secara langsung adalah 0,202; (3) 

koefisien jalur X2 ke Y secara langsung adalah 0,410; (4) koefisien 

jalur X1, X2 dan Y sampai Z secara simultan adalah 0,172; (5) 

koefisien jalur X1 sampai Z secara langsung adalah 0,221; (6) koefisien 

jalur X2 sampai Z secara langsung adalah 0,152; dan (7) koefisien jalur 
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Y ke Z secara langsung adalah 0,253. Kontribusi X1 sampai Z melalui 

Y adalah 0,272 dan kontribusi X2 sampai Z sampai Y adalah 0,255. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan kontribusi keterampilan kompetensi pengelola jaringan 

ketenagakerjaan dan pelaksanaan praktik lapangan kerja terhadap 

kesiapan kerja di perusahaan ISP dapat dilakukan dengan meningkatkan 

minat kerja siswa. Sekolah dapat meningkatkan kerjasama dengan 

dunia industri, sehingga setelah lulus dari sekolah, siswa tidak bekerja 

di lapangan yang tidak sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. 

Dari hasil penelitian tentang kontribusi prestasi belajar dan magang 

terhadap minat karir siswa dan pengaruh kesiapan karir siswa di ISP, 

disarankan: 1. Sekolah a. Meningkatkan kerjasama dengan industri 

untuk mempekerjakan siswa dengan bidang studi yang relevan. Dengan 

demikian, siswa tidak bekerja di lapangan yang tidak sesuai dengan 

kompetensinya. b. Meningkatkan motivasi belajar siswa melalui: (1) 

memberi kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam berlatih di 

kelas atau di luar kelas dalam belajar administrasi server jaringan; dan 

(2) memberikan evaluasi terhadap praktik magang agar siswa 

berkepentingan berkarir dan menjadi karyawan yang terampil untuk 

bekerja dalam teknologi informatika dan komunikasi. c. 

Mengembangkan program pembelajaran yang efektif dan efisien , 

meningkatkan kualitas program untuk meningkatkan kompetensi siswa 

dan mengevaluasi praktik magang untuk menghasilkan lulusan kejuruan 
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yang terampil, profesional dan berkualitas. Selain itu, mereka siap 

memasuki dunia kerja yang terkait dengan bidang studi mereka. 2. 

Siswa. a. Naikkan kesadaran siswa terhadap prestasi akademik mereka 

di kelas kejuruan, khususnya administrasi server jaringan, yang menjadi 

salah satu indikator potensial untuk bekerja di Internet Service Provider 

dan menumbuhkan minat karir mereka b. Dorong siswa untuk berani 

bekerja dan membuat persiapan dengan baik dalam pekerjaan mereka, 

melalui: (1) persiapan yang baik; (2) kompetensi dan perolehan 

keterampilan; (3) magang; (4) motivasi karir yang kuat; (5) self upgrade 

terhadap pengembangan pengetahuan dan teknologi. 

Thobeka Pearl Makhathini (2016) dalam penelitiannya “Work 

integrated learning competencies: Industrial supervisors’ perspectives” 

menyatakan tentang penelitian hasil belajar siswa menunjukkan bahwa 

lulusan universitas tidak memiliki keterampilan yang relevan yang 

dibutuhkan oleh industri seperti kepemimpinan, kecerdasan emosional, 

pemecahan masalah, komunikasi, keterampilan membuat keputusan dan 

kemampuan untuk berfungsi dalam lingkungan multikultural. Saat ini, 

lulusan teknik diharapkan dapat tampil di lingkungan kerja yang 

beragam, sehingga kebutuhan untuk memiliki kompetensi dan atribut 

profesional yang sesuai. Makalah ini berusaha untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kekurangan potensial pembelajaran terpadu karya (WIL) 

bagi siswa yang ditempatkan di sektor teknik. Ini menyajikan temuan 

dari sebuah studi pengawas tempat kerja mahasiswa teknik kimia di 
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salah satu universitas teknologi di pesisir. Pengawas dari berbagai 

industri kimia menyelesaikan penilaian kompetensi siswa WIL, yang 

mengukur 23 kompetensi yang terkait dengan pekerjaan dengan 

menggunakan skala Likert 4 poin . Kompetensi diselenggarakan di 

bawah dua tema keterampilan kognitif dan perilaku . Kedua tema 

tersebut kemudian dipecah menjadi lima sub tema, yaitu kemampuan, 

kinerja, penilaian , sikap dan kesesuaian. Ini mendefinisikan 

karakteristik umum dari atasan di tempat kerja. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kebanyakan siswa memenuhi harapan standar tentang 

keterampilan kognitif atau 'sulit' namun tampaknya kurang memiliki 

keterampilan perilaku atau 'lunak'. Ada perbedaan yang signifikan 

secara statistik antara keterampilan kognitif dan perilaku . Temuan dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa program pendidikan kooperatif perlu 

dilakukan lebih dalam mengembangkan soft skill siswa sebelum mereka 

pergi ke penempatan WIL untuk memastikan keefektifan dan 

kompetensi teknis berbasis luas. Pendapat pengawas tempat kerja 

(rekayasa) yang dikumpulkan dan disajikan dalam penelitian ini 

memberikan wawasan bagi pendidik teknik. Tema-tema konseptual 

dikembangkan secara iteratif, untuk mengelompokkan unit-unit data 

yang menunjukkan defisiensi kompetensi yang serupa. Tema-tema 

berevolusi dari konsep berulang dalam data yang dikumpulkan. Namun, 

tujuan penelitian mempengaruhi dimensi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi tema dan kesadaran perubahan saat ini dan masa lalu 
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dalam pendidikan teknik di Afrika Selatan memberikan wawasan. 

Tujuan mengidentifikasi defisiensi kompetensi adalah untuk membantu 

peningkatan berkelanjutan pendidikan teknik. Oleh karena itu, tema 

dipilih untuk mengelompokkan defisiensi kompetensi yang mungkin 

ditangani secara bersamaan oleh perbaikan serupa dalam pendidikan 

teknik. Hasilnya disajikan dalam dua tema besar, keterampilan keras 

dan soft skill. Analisis statistik dilakukan menggunakan Wilcoxon 

signed-rank test untuk menyelidiki soft skill siswa. Ini adalah prosedur 

pengujian nonparametrik untuk analisis data matchedpair , berdasarkan 

perbedaan atau untuk satu sampel ( Woolson , 2008). Uji statistik 

menunjukkan bahwa kompetensi siswa pada sikap dan kesesuaian tidak 

signifikan (p> 0,05). Gambar 5 menunjukkan bahwa sekitar 30% dari 

siswa tampaknya agak miskin dalam sikap yang merupakan tantangan 

bagi siswa. Hasil ini tergantung pada self-efficacy masing-masing 

siswa, yang dengan sendirinya akan menentukan keberhasilannya dalam 

industri. Sangat disayangkan bahwa para siswa berjuang dalam hal ini, 

yang dapat membahayakan peluang mereka untuk mendapatkan 

pekerjaan permanen di tempat kerja masing-masing. Lebih dari 70% 

dari siswa ditemukan tidak cocok untuk karir teknik oleh supervisor 

tempat kerja mereka. Pengantar makalah ini membahas status 

pendidikan teknik di Afrika Selatan, yang muncul. Di sisi lain, 

penawaran kualifikasi, struktur kursus dan lingkungan belajar berubah. 

Apakah perubahan ini selaras dengan defisiensi kompetensi yang 
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diidentifikasi oleh pengawas industri dalam penelitian ini? Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan teknik memiliki 

beberapa perbaikan untuk membuat setidaknya dua bidang kompetensi. 

Area-area tersebut adalah pemecahan masalah dan komunikasi. 

Hasilnya berkorelasi dengan temuan penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa mahasiswa teknik dan lulusan tidak memiliki 

keterampilan yang dibutuhkan oleh industri (Jones, 2007). Hasil 

penelitian menunjukkan konsistensi dalam temuan dari penelitian 

sebelumnya bahwa kekurangan terkait terutama untuk komunikasi, 

pemecahan masalah dan keterampilan etika sosial (lihat gambar 5). 

Hasil ini lebih lanjut menunjukkan bahwa pengawas tempat kerja 

membutuhkan tingkat pengetahuan dan aplikasi keterampilan yang 

lebih tinggi dari mahasiswa teknik. Pengawas tempat kerja menemukan 

bahwa ada kekurangan dalam soft skill, terutama dalam kepatuhan 

terhadap peraturan perusahaan, sikap terhadap pekerjaan dan etika 

sosial. Alasan yang mungkin bagi pengawas tempat kerja untuk 

menemukan jatuhnya singkat ini adalah bahwa atribut-atribut ini tidak 

mudah diukur dan mereka dianggap sulit untuk dimasukkan dalam 

kurikulum mata kuliah di pendidikan tinggi. Temuan ini didukung oleh 

karya Coates (2007) dan Shuman, Besterfied- Care dan McGourty 

(2005), yang melaporkan bahwa ada sangat sedikit contoh alat yang 

sukses untuk pengembangan keterampilan profesional, seperti 

kemampuan siswa untuk menyelesaikan konflik, menyelesaikan dilema 
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etika dan penilaian pengembangan keterampilan tim dan efektivitas 

proyek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Studi ini menetapkan 

bahwa lebih dari 70% dari siswa tampaknya tidak cocok untuk karir 

teknik, terutama karena keterampilan perilaku mereka yang meliputi 

sikap, kerja tim, etika sosial dan komunikasi. Studi ini sesuai dengan 

studi internasional tentang atribut lulusan / siswa. Hasil ini mungkin 

terkait karena tidak ada pendidikan formal di balik pengembangan soft 

skill, tidak seperti keterampilan keras di mana Anda 

mengembangkannya dari waktu ke waktu di tahun-tahun sekolah. 

Argumen bahwa soft skill harus ditanamkan dalam kurikulum untuk 

memastikan perkembangannya adalah argumen yang valid. Universitas 

perlu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produknya benar-

benar ditentukan dalam hal keterampilan keras dan lembut. Satu 

pendekatan dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengatasi 

kekurangan dalam keterampilan lunak (yaitu kerja sama tim, 

keterampilan komunikasi, kepatuhan terhadap peraturan dan standar) 

dalam rekayasa dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek 

tahunan dengan instruksi yang lebih tradisional. 

Andreas Schleicher (2016) dalam Reviews of National Policies For 

Education, “Education In Latvia”, tentang pendidikan kejuruan dengan 

deskripsi sebagai berikut : 

Sistem pendidikan kejuruan latvia sebagian besar berbasis sekolah dan 

dikontrol oleh negara. Pendidikan kejuruan diatur dalam tiga tingkatan:  
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1. Pendidikan dasar kejuruan (menengah bawah)  

2. Pendidikan menengah kejuruan (menengah atas)  

3. Pendidikan tersier profesional , yang dapat dibagi ke dalam 

pendidikan tersier profesional (perguruan tinggi) tingkat pertama 

dan pendidikan tersier profesional tingkat kedua (universitas).  

Pendidikan kejuruan di tingkat menengah bawah, yaitu "pendidikan 

dasar kejuruan", dilaksanakan melalui program pendidikan dasar 

kejuruan . Program sebagian besar disediakan oleh sekolah-sekolah 

pendidikan kejuruan dasar orang muda berusia setidaknya 15 tahun 

dapat mendaftar di program tersebut ( iSCEd -P 254) terlepas dari 

pendidikan mereka sebelumnya. Mereka mengarah pada sertifikat 

pendidikan dasar kejuruan yang memungkinkan pengembangan ke 

pendidikan tingkat menengah dan kualifikasi profesional di European 

Qualifications Framework (EQF) level 2 (seperti asisten juru masak). 

Lepas dari awal tanpa keterampilan dasar ditawarkan program kejuruan 

khusus untuk integrasi yang lebih baik ke dalam proses pendidikan. 

Program ini terutama dirancang untuk siswa dengan gangguan 

intelektual dan putus sekolah dari pendidikan umum dasar ( MoES , 

2015; Cedefop , 2015). Pada tingkat kejuruan menengah atas (dikenal 

sebagai "pendidikan menengah kejuruan" dalam UU Pendidikan 

Kejuruan) ada tiga jenis program :  

1. Program dua hingga tiga tahun yang mengarah ke sertifikat 

pendidikan kejuruan dan kualifikasi profesional (EQF level 3) 
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dalam pekerjaan bernama, tetapi tidak memberikan akses ke 

pendidikan tinggi.  

2. Program empat tahun yang mengarah ke diploma pendidikan 

kejuruan yang memberikan akses ke pendidikan tinggi dan 

kualifikasi profesional (EQF level 4) dalam pekerjaan bernama.  

3. Program pendidikan pasca-sekolah menengah (yang, meskipun 

nama mereka, termasuk di tingkat menengah atas) terutama untuk 

anak usia 17-29 tahun dengan atau tanpa pendidikan menengah 

yang lengkap untuk membantu mereka mendapatkan keterampilan 

kerja. Program - program ini (umumnya 1-2 tahun) terutama 

difokuskan pada perolehan keterampilan profesional. di 2014/15, 1-

1,5 tahun program pendidikan kejuruan telah ditawarkan kepada 

siswa berusia 15-29 tahun dengan pendidikan dasar atau menengah 

dalam "inisiatif Jaminan pemuda" menggunakan dukungan ESF ( 

MoES , 2015; Cedefop , 2015) .  

Pendidikan di Latvia bertujuan untuk memperkenalkan sistem 

pembelajaran berbasis kerja. Untuk tujuan ini amandemen UU 

Pendidikan Kejuruan telah diadopsi pada tahun 2015, dan pada saat 

penulisan, pekerjaan sedang dilakukan untuk mengembangkan 

peraturan pembelajaran berbasis kerja spesifik oleh Kabinet Menteri. 

Meskipun tidak diragukan lagi merupakan perkembangan positif, 

inisiatif percontohan ini masih terpisah dari ketentuan pemagangan 

yang ada yang diselenggarakan oleh Kamar Kerajinan . Pilot ini adalah 
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bagian dari reformasi pendidikan kejuruan yang lebih besar di latvia 

yang bertujuan untuk:  

1. Mempromosikan mutu pendidikan kejuruan  

2. Memastikan relevansinya dengan pasar tenaga kerja  

3. Memastikan penggunaan sumber daya secara efisien untuk 

meningkatkan daya tarik pendidikan kejuruan ( MoES , 2015).  

Reformasi ini termasuk pembentukan SEC, reorganisasi jaringan 

sekolah kejuruan dan pendirian VECC. di latvia Selain itu adalah dalam 

proses modularising program kejuruan yang, menetapkan standar 

profesional dan menyelaraskan deskriptor level dengan EQF; upaya ini 

dipimpin oleh Pusat Pendidikan Nasional ( ViSC ). Hal-hal ini tidak 

diragukan lagi merupakan perkembangan positif yang menanggapi 

kekhawatiran tentang kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan latvia 

bagi ekonomi dan masyarakatnya secara luas. Laporan Komisi Eropa 

baru-baru ini (2015) menyimpulkan masih banyak pekerjaan diperlukan 

untuk memperbarui kurikulum dan standar profesional. Pekerjaan 

berjalan lebih lambat dari yang direncanakan. Bukti dari kunjungan 

review kami juga menunjukkan bahwa beberapa SEC kurang mapan 

daripada yang lain, membatasi potensi mereka untuk berkontribusi 

meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan kejuruan di Latvia.  

Penilaian pembelajaran di Latvia, dideskripsikan sebagai berikut : 

sejak pertengahan 1990-an, latvia telah bergerak dengan mantap 

menuju penandaan sentral ujian akhir (sumatif) pada akhir fase 
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menengah atas. Peraturan yang diperkenalkan pada tahun 2004 telah 

meningkatkan pergeseran dari penilaian berbasis sekolah ( Bethell dan 

Kaufmane , 2005). Sekolah juga dapat mengatur ujian masuk untuk 

mata pelajaran yang belum termasuk dalam sertifikat pendidikan dasar 

siswa. Dalam pendidikan menengah atas umum, guru mengevaluasi 

pencapaian siswa pada akhir setiap semester menggunakan berbagai 

metode termasuk tes tertulis, lisan dan terintegrasi; evaluasi kerja 

individu dan kelompok; penilaian berbasis proyek; dan ujian tertulis. 

Seperti pada tingkat pendidikan dasar, mereka menggunakan skala 10 

poin mulai dari 1 (gagal) hingga 10 (luar biasa). Siswa dikeluarkan 

dengan kartu laporan yang menunjukkan hasil mereka. Progresi dari 

satu tingkat ke tingkat berikutnya bersifat otomatis, sementara siswa 

yang mendapat bayaran rendah diberi tugas tambahan untuk membawa 

mereka ke standar yang diperlukan. Siswa hanya mengulang satu tahun 

jika mereka memiliki periode ketidakhadiran yang signifikan dari 

sekolah. Pada akhir pendidikan menengah atas, siswa mengambil ujian 

pusat dan dinilai menggunakan skala poin berbasis persentase. 

Penilaian dalam pendidikan kejuruan menengah atas mengikuti pola 

yang sama dengan penggunaan skala penilaian 10-poin dan lulus / gagal 

kelas untuk tes praktis. Untuk mencapai standar untuk sertifikasi, siswa 

kejuruan harus mendapatkan nilai minimal kelas 4 (hampir memuaskan) 

di semua mata pelajaran, termasuk tes praktis dan minimal kelas 5 

(memuaskan) dalam ujian kualifikasi akhir. Serta mata pelajaran 
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kejuruan mereka, mereka diperiksa dalam bahasa latvi dan sastra, 

bahasa asing, matematika, dan subjek yang dipilih oleh siswa. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, kualifikasi yang diterima oleh siswa 

yang telah lulus ujian akhir tergantung pada program yang dipelajari. 

Yang lebih pendek (2-3 tahun) program pada nilai yang lebih rendah 

dari sekunder memimpin pendidikan kejuruan atas untuk sertifikat 

pendidikan kejuruan dan kualifikasi profesional di EQF tingkat 4 tetapi 

tidak memberikan akses ke pendidikan tinggi. Untuk ini, siswa harus 

menyelesaikan satu tahun lanjutan menengah lanjutan " program 

jembatan" menengah pendidikan ( Cedefop , 2015; nuffic , 2014). 

Program ini mengarah ke ijazah pendidikan menengah kejuruan dan 

sertifikat pendidikan menengah umum dan dirancang untuk mahasiswa 

yang berhasil menyelesaikan tingkat kedua Program pendidikan 

kejuruan tiga tahun ( “Kode 32” program; arodizglītības programma 

pēc 9 klases ). di 2013/14, dari 3 323 siswa yang telah menyelesaikan 

program seperti tahun sebelumnya, 206 (15,3%) melanjutkan ke 

program jembatan satu tahun ini. Kualifikasi ganda atau hibrida 

semacam itu jelas berharga karena memungkinkan siswa untuk menjaga 

opsi mereka tetap terbuka. Mereka mencerminkan tren di beberapa 

negara Eropa, yang dibahas di bawah ini, untuk mengembangkan 

kualifikasi ganda yang diterima untuk masuk ke pasar tenaga kerja dan 

pendidikan tinggi (deissinger et al., 2013). 
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Tom Karmel (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Learning 

from successful skills development systems: Lessons from Australia”. 

Artikel ini menguraikan fitur-fitur kelembagaan utama sektor TVET 

Australia, terutama berfokus pada kerangka kualifikasi, bagaimana 

kaitannya dengan pasar tenaga kerja , dan peran industri. Ini juga 

terlihat secara singkat di dua tantangan kebijakan saat ini untuk 

Australia. Mencari pelajaran untuk negara-negara lain di kawasan Asia 

Pasifik, membahas pentingnya konteks, khususnya ukuran dan struktur 

ekonomi, dan mencatat bahwa TVET dapat dinilai efektif sebagai 

investasi jika mengarah pada pekerjaan dan pekerjaan yang lebih baik 

membayar. Tantangan saat ini: Penilaian dan tenaga kerja TVET. Salah 

satu ciri dari sistem berbasis kompetensi adalah bahwa paket pelatihan 

menentukan kompetensi yang harus diperoleh siswa. Biasanya, pelatih 

melakukan penilaian apakah siswa itu kompeten atau tidak. Ini 

mengasumsikan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pengusaha dan 

pelatih. Jika kepercayaan ini rusak, maka integritas sistem pelatihan 

berada di bawah ancaman, dan memiliki kualifikasi tertentu tidak dapat 

membantu calon itu mendapatkan pekerjaan. Masalah ini sangat relevan 

di TVET karena sifat pelatihan berbasis kompetensi menyiratkan bahwa 

waktu yang dilayani bukanlah suatu kriteria. Ini berarti penyedia 

pelatihan dapat lebih cepat memberikan kursus yang biasanya memakan 

waktu cukup lama. Untuk mengatasi masalah ini, pengembangan 

kebijakan saat ini berfokus pada cara-cara untuk memvalidasi penilaian. 
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Banyak model dimungkinkan di sini, dari memisahkan pelatihan dan 

penilaian, hingga pengujian batu penjuru, yang secara tradisional 

digunakan dalam beberapa perdagangan, di mana siswa perlu 

menunjukkan bahwa mereka memiliki berbagai keterampilan di akhir 

pelatihan mereka. Pendekatan lain adalah fokus pada kualifikasi dan 

pengalaman pelatih, dan untuk memastikan bahwa pengembangan 

profesional yang sesuai disediakan. Saat ini, sejumlah uji coba sedang 

dilakukan di seluruh Australia, menguji berbagai model. Akan sangat 

bodoh untuk mengadopsi kebijakan satu ukuran-semua-semua. Bentuk 

penilaian perlu mempertimbangkan industri, pengalaman siswa, dan di 

mana dan bagaimana pelatihan itu disampaikan. Meskipun terlalu dini 

untuk menilai hasil uji coba ini, penilaian akan dipantau secara ketat di 

tahun-tahun mendatang. Australia memiliki sektor TVET besar dan 

kompleks yang dibangun di atas sejumlah struktur kelembagaan formal, 

terutama Kerangka Kerja Kualifikasi Australia, regulator nasional 

(Otoritas Kualitas Keterampilan Australia, ASQA), paket pelatihan 

nasional, dewan keterampilan industri, dan magang dan pelatihan kerja. 

Bahkan, mencerminkan sifat federal Australia dan perkembangan 

historis, tugas pengaturan dibagi oleh tiga lembaga: ASQA, Pendaftaran 

dan Otorisasi Kualifikasi Victoria, dan Dewan Akreditasi Pelatihan 

Australia Barat. Sekitar 5.000 organisasi pelatihan terdaftar , 

kebanyakan kecil dan swasta, memberikan TVET terakreditasi, di 

samping 59 lembaga teknis dan pendidikan lanjutan yang relatif besar. 
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Beberapa di antaranya adalah bagian dari universitas, yang disebut 

lembaga dua sektor. Mendorong aparatur yang cukup rumit ini adalah 

sejumlah besar pendanaan publik, serta pendanaan swasta yang cukup 

besar di pasar biaya-untuk-layanan swasta. Australia merasa bangga 

dengan sektor TVETnya, meskipun sejumlah masalah membutuhkan 

penyelesaian, seperti yang saya rujuk sebelumnya. Tetapi haruskah 

fitur-fiturnya berfungsi sebagai model untuk negara-negara di Asia 

Pasifik? Pertanyaan ini membutuhkan pemikiran yang cermat. Australia 

memiliki ekonomi yang besar dan maju dan mampu membayar 

infrastruktur TVET yang relatif canggih. Mungkin sangat sulit untuk 

membenarkan model jenis ini di negara-negara yang lebih kecil, 

terutama mereka yang perekonomiannya sebagian besar berada di 

sektor informal. Demikian pula, jika suatu industri tertentu hanya berisi 

sejumlah kecil perusahaan dominan, maka dewan keterampilan industri 

tidak akan sangat berguna. Mungkin dalam konteks itu, pelatihan di 

dalam perusahaan akan menjadi cara yang efektif untuk memenuhi 

kebutuhan keterampilan. Contoh lain adalah bahwa pelatihan yang 

terakreditasi ditujukan untuk ekonomi formal dan tidak benar-benar 

merupakan suatu pelengkap bagi ekonomi informal.  
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pengelolaan 

Berjalannya sebuah organisasi memerlukan perencanaan dan 

pengawasan yang terkoordinisasi dengan baik dan memerlukan 

penanganan yang serius dari personal yang terlibat dalam organisasi 

tersebut. Keterlibatan semua pihak dalam sebuah organisasi menjadi 

kunci berhasilnya kolaborasi antar anggota. Kesamaan tujuan akhir 

yang hendak dicapai merupakan poin penting dalam pengelolaan 

sebuah organisasi maupun lembaga yang perlu ditanamkan dengan 

baik pada setiap anggota untuk melaksanakan kegiatan bersama dan 

dalam suatu kesepakatan  untuk mencapai tujuan tertentu. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah 

(1) proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan 

kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) 

proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan pada semua 

hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian 

tujuan.  

 Secara etimologis, manajemen berasal dari kata to manage 

yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan 

dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu 

sendiri. Managemen adalah melakukan pengelolaan sumberdaya 

yang  dimiliki oleh sekolah/organisasi yang diantaranya adalah 
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manusia, uang, metode, material, mesin dan pemasaran yang 

dilakukan secara sistematis dalam suatu proses. Pengelolaan 

tersebut dilakukan untuk mendayagunakan sumberdaya yang 

dimiliki secara terintegrasi dan terorganisasi untuk mencapai tujuan 

sekolah/organisasi. (Rohiat.2012:14). 

 Pendapat Didin Kurniadin dan Imam Machali (2016:23) 

menyebutkan pengelolaan sering disamakan dengan manajemen. 

Manajemen yang umum digunakan saat ini berasal dari kata to 

manage yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, 

mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, 

menjalankan, melaksanakan dan memimpin. Dalam bahasa latin 

berasal dari kata mano yang berarti tangan, menjadi manus yang 

berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, ditambah 

dengan imbuhan agere yang berarti melakukan sesuatu, kemudian 

kata tersebut digabungkan menjadi managiare yang berarti 

melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan-

tangan. 

 Secara terminologis, istilah manajemen dapat dirumuskan 

sebagai proses koordinasi dalam perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan terhadap 

anggota organisasi atau bawahan dalam organisasi untuk mencapi 

tujuan organisasi yang telah ditentukan.(Samino.2012:12). 

 Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel (dalam 

Samino.2012:13) menyebutkan,  
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“Management is getting things done through people. In bringing 

about this coordinating of group activity, the manager, as a 

manager plans organizes, staffs, direct, and control the activities 

other people.” 

 

Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui 

kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan 

koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan 

pengendalian. 

 Selaras dengan pendapat Stoner (Nawawi, 2005 : 36) 

menyatakan bahwa : Manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan anggota 

organisasi dan mempergunakan sumber – sumber daya organisasi 

lainnya, agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

 Menurut George R. Terry ( dalam Didin Kurniadin dan Imam 

Machali. 2016:26) menyebutkan,  

”Management is a distinct process consisting of planning, 

organizing, actuating, and controlling performed to determine and 

accomplish stated objectives by the use of human being and other 

resources”. 

 

Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya. 
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 Sedangkan menurut Hamalik (dalam Ishak Abdulhak. 2014:18) 

beberapa rumusan manajemen adalah: 1) Manajemen adalah suatu 

proses sosial yang merupakan proses kerjasama antara dua orang 

atau lebih secara formal; 2) manajemen dilaksanakan dengan 

bantuan sumber-sumber, yakni sumber manusia, sumber material, 

sumber biaya, dan sumber informasi; 3) manajemen dilaksanakan 

dengan metode kerja tertentu yang efisien dan efektif, dari segi 

tenaga, dana, waktu, dan sebagainya; 4) manajemen mengacu pada 

pencapaian tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. 

 Selanjutnya menurut Siagian, Atmodiwiro (dalam Ishak 

Abdulhak.2014:18) manajemen adalah kemampuan atau 

keterampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu hasil dalam 

rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. 

 

2. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

Lembaga sertifikasi profesi yang selanjutnya disingkat LSP, adalah 

lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi profesi yang 

mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 

 LSP harus merupakan badan hukum, bagian dari suatu badan 

hukum, atau badan usaha yang legal, sehingga dapat secara legal 

mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan sertifikasinya. Badan 

atau lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh suatu lembaga 
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pemerintah dengan sendirinya merupakan badan hukum sesuai 

status lembaga pemerintah tersebut. 

 Menurut Mohammad Saroni (2017:36) Lembaga sertifikasi 

adalah lembaga resmi yang memberikan sertifikat kelayakan kepada 

seseorang terkait dengan kemampuan teknis yang dimiliki. 

Lembaga ini merupakan lembaga profesi yang secara intens 

menangani proses uji kelayakan bagi orang-orang sesuai dengan 

keahlian yang dimilikinya. Lembaga ini juga akan memberikan 

rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan terkait dengan 

kebutuhan tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu. Lembaga 

sertifikasi ini pada dasarnya merupakan lembaga yang secara resmi 

membantu perusahaan-perusahaan dalam menentukan kelayakan 

kemampuan yang dimiliki tenaga kerjanya. Dengan demikian setiap 

perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar kompeten 

dalam bidangnya. Mereka tidak perlu lagi menyelenggarakan atau 

mengirim tenaga kerjanya untuk mengikuti pelatihan atau 

pendidikan terkait dengan keahliannya. 

 Lembaga sertifikasi ini sangat penting bagi sekolah sebab 

keberadaannya dapat meningkatkan eksistensi sekolah di 

masyarakat, terutama masysrakat usaha dan industry. Perusahaan 

dapat langsung mengenal eksistensi sekolah dari lulusannya yang 

menjadi tenaga kerja di tempatnya. Apa lagi jika sekolah sudah 

dapat menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, lembaga 
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sertifikasi ini menjadi sebah keharusan yang tidak dapat diabaikan. 

(Mohammad Sahroni.2017:38). 

 Sesuai penjelasan Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 

2004, LSP adalah kepanjangan tangan Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP) dan diberikan tugas melaksanakan sertifikasi 

kompetensi kerja atas nama BNSP. LSP harus bertanggung jawab 

dan tidak dapat melimpahkan kewenangan dalam hal keputusan-

keputusan sertifikasi kompetensi kerja, termasuk pemberian, 

pemeliharaan, perpanjangan, penambahan dan pengurangan ruang 

lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.  

 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga 

independen yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, dengan tugas pokok 

melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk berbagai profesi di 

Indonesia. Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut, 

BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi 

(LSP) guna melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi atas nama 

BNSP.  Lisensi tersebut diberikan setelah BNSP melakukan 

penilaian kesesuaian kepada LSP, sesuai dengan  ketentuan BNSP.  

 BNSP telah mengatur pembentukan LSP melalui Pedoman 

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, yang diberi tata nama 

sebagai Pedoman BNSP 202. LSP dibentuk berdasarkan badan atau 

lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya, dan 
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dikategorikan sebagai LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua dan 

LSP Pihak Ketiga. Pedoman ini juga menjadi acuan bagi LSP di 

dalam mengidentifikasi infrastruktur sertifikasi yang diperlukan. 

Untuk persyaratan umum Lembaga Sertifikasi Profesi termuat 

dalam Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 

: 1/BNSP/III/2014, sehingga lembaga, sekolah atau industry yang 

akan mendirikan sebuah LSP harus memenuhi persyaratan umum 

yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut. 

 Istilah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam Peraturan 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor : 

2/BNSP/III/2014 dijelaskan bahwa LSP pihak ketiga adalah 

lembaga yang didirikan oleh asosiasi industri dan/atau asosiasi 

profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja 

untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang 

diberikan oleh BNSP. LSP pihak kedua adalah lembaga yang 

didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama 

melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya 

manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya 

dan atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang 

lingkup yang diberikan oleh BNSP. LSP pihak kesatu industry 

adalah lembaga yang didirikan oleh industri atau instansi dengan 

tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap 

sumber daya manusia lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang 
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diberikan oleh BNSP. LSP pihak kesatu lembaga pendidikan atau 

pelatihan adalah lembaga yang didirikan oleh lembaga pendidikan 

dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi 

kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan atau pelatihan 

berbasis kompetensi dan atau sumber daya manusia dari jejaring 

kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh 

BNSP. 

 

3. Sertifikasi Kompetensi 

Istilah Sertifikasi kompetensi kerja dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 adalah proses pemberian 

sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif 

melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi 

kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.  

 Sedangkan proses untuk mendapatkan sertifikat kompetensi 

kerja melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang melaksanakan 

sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan/atau telah diakui oleh Lembaga Internasional 

misalnya Asosiasi-asosiasi Profesi atau Lembaga Sertifikasi Profesi 

milik pemerintah dan swasta yang telah diakui keberadaannya oleh 

Lembaga Internasional. Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut tetap 

melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya 

tanpa harus mendapatkan lisensi untuk melaksanakan sertifikasi 
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kompetensi kerja dari BNSP. Namun demikian, dalam 

pelaksanaannya Lembaga Sertifikasi Profesi di sini berkoordinasi 

dengan BNSP. 

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pasal 1 ayat 6 :  

“Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat 

kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui 

uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus”. 

 

 Sedangkan sertifikat kompetensi dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia pasal 1 ayat 7 adalah : 

“Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan 

oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan 

bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai 

dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia”. 

 

 

4. Skema Sertifikasi 

Skema sertifikasi dalam Peraturan Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi Nomor : 1/ BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Penilaian 

Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi adalah 

sebagai berikut : 

LSP harus memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap 

kategori sertifikasi kompetensi profesi. Skema sertifikasi berisi 

unsur-unsur berikut:  

a. lingkup sertifikasi dan unit kompetensi; 

b. uraian tugas dan pekerjaan; 
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c. kompetensi yang dibutuhkan; 

d. kemampuan (abilities), bila ada; 

e. pra-syarat, bila ada; 

f. kode etik, bila ada. 

Skema sertifikasi mencakup persyaratan proses sertifikasi berikut: 

a. kriteria untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang; 

b. metoda penilaian untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang; 

c. metoda dan kriteria penilikan /surveilan, bila ada 

d. kriteria untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat; 

e. kriteria untuk perubahan lingkup sertifikasi, bila ada. 

LSP harus memiliki dokumen untuk menunjukkan bahwa, dalam 

pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi, hal-hal berikut ini 

dipertimbangkan: 

a. keterlibatan pakar yang sesuai; 

b. penggunaan struktur yang tepat serta mewakili para pemangku 

kepentingan, tanpa ada yang mendominasi; 

c. pengenalan dan penyelarasan pra-syarat dengan persyaratan 

kompetensi, jika diberlakukan; 

d. pengenalan dan penyelarasan tatacara penilaian dengan 

persyaratan kompetensi; 

e. analisis kerja atau praktek yang dilakukan dan diperbarui untuk: 

1) mengenali tugas untuk keberhasilan kinerja; 

2) mengenali kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tugas; 
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3) mengenali pra-syarat, bila ada; 

4) melakukan konfirmasi terhadap tatacara penilaian dan 

muatan uji kompetensi; 

5) mengenali persyaratan dan selang waktu sertifikasi ulang.   

 Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 pasal 1 ayat 10 yang dimaksud 

Skema sertifikasi kompetensi adalah persyaratan sertifikasi spesifik 

yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan 

menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur 

yang sama. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 12 : Skema sertifikasi 

Okupasi/Jabatan Nasional merupakan syarat dan ketentuan 

pengakuan kompetensi kerja untuk kualifikasi suatu jabatan/okupasi 

secara nasional yang dibutuhkan karena kekhususannya dalam 

lingkup penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 1 

ayat 13 : Skema sertifikasi Klaster/kelompok Kompetensi 

merupakan  syarat dan ketentuan pengakuan kompetensi kerja yang 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi penyelenggara 

pemerintahan yang berlaku secara spesifik diluar sertifikasi KKNI  

dan Okupasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap prilaku tertentu secara khusus. 

 Selanjutnya pada pasal 1 ayat 14 : Skema sertifikasi Unit 

Kompetensi merupakan syarat dan ketentuan pemgakuan 

kompetensi untuk unit-unit kompetensi dari SK3APDN yang 
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dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya 

pada pasal 1 ayat 15 : Skema sertifikasi Profisiensi merupakan 

syarat dan ketentuan pengakuan kompetensi yang dilaksanakan 

melalui uji keberterimaan kompetensi yang ditempuh melalui ujian 

(examination) tertulis dengan materi yang diambil dari indikator 

kinerja utama suatu standar kompetensi. Hasil ujian dimaksud 

diperbandingkan dengan  besaran statistik (batas kelulusan) yang 

telah ditentukan sehingga dapat dipastikan kompetensi seorang 

aparatur masih terpelihara (in layer) atau tidak terpelihara (out 

layer). Selanjutnya pada pasal 1 ayat 16 : Sertifikasi kompetensi 

kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau 

verifikasi sesuai dengan SK3APDN, SKKNI dan/atau standar 

internasional. 

 Berdasarkan Surat Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP) Nomor : B.1460/BNSP/XII/2017 perihal Penerapan Skema 

Sertifikasi KKNI level II/III bagi SMK kepada LSP terlisensi BNSP 

dalam hal ini salah satunya adalah skema KKNI level II Kompetensi 

Keahlian Teknik Pemesinan yang terdiri dari 3 (tiga) kemasan 

klaster yang diselesaikan dengan pendekatan klaster dalam waktu 3 

(tiga) tahun sebagai berikut : 

a. Pengoperasian Mesin Bubut 
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Tabel 2.1 Klaster Pengoperasian Mesin Bubut 

NO KODE UNIT JUDUL UNIT 

1 LOG.OO.01.002.00 Menerapkan prinsip-prinsip keselamatan 

dan kesehatan kerja di lingkungan kerja 

2 LOG.OO.01.003.00 Menerapkan prosedur mutu 

3 LOG.OO.02.005.00 Mengukur dengan menggunakan alat 

ukur 

4 LOG.OO.09.002.00 Membaca gambar teknik 

5 LOG.OO.18.001.00 Menggunakan perkakas tangan 

6 LOG.OO.07.006.00 Bekerja dengan mesin bubut 

 

b. Pengoperasian Mesin Frais 

Tabel 2.2 Klaster Pengoperasian Mesin Frais 

NO KODE UNIT JUDUL UNIT 

1 LOG.OO.01.002.00 Menerapkan prinsip-prinsip keselamatan 

dan kesehatan kerja di lingkungan kerja 

2 LOG.OO.01.003.00 Menerapkan prosedur mutu 

3 LOG.OO.02.005.00 Mengukur dengan menggunakan alat 

ukur 

4 LOG.OO.09.002.00 Membaca gambar teknik 

5 LOG.OO.18.001.00 Menggunakan perkakas tangan 

6 LOG.OO.07.007.00 Melakukan pekerjaan dengan mesin frais 

 

c. Pengoperasian Mesin NC/CNC 

Tabel 2.3 Klaster Pengoperasian Mesin NC/CNC 

NO KODE UNIT JUDUL UNIT 

1 LOG.OO.01.002.00 Menerapkan prinsip-prinsip keselamatan 

dan kesehatan kerja di lingkungan kerja 

2 LOG.OO.01.003.00 Menerapkan prosedur mutu 

3 LOG.OO.02.005.00 Mengukur dengan menggunakan alat 
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ukur 

4 LOG.OO.09.002.00 Membaca gambar teknik 

5 LOG.OO.07.023.00 Mengoperasikan dan mengamati 

mesin/proses 

6 LOG.OO.18.001.00 Menggunakan perkakas tangan 

7 LOG.OO.07.005.00 Bekerja dengan mesin umum 

8 LOG.OO.07.027.00 Mengoperasikan mesin NC/CNC dasar 

9. LOG.OO.07.015.00 Mengeset mesin dan program NC/CNC 

(dasar) 

10. LOG.OO.07.017.00 Memprogram mesin NC/CNC (dasar) 

 

5. Mekanisme Sertifikasi 

Dalam pelaksanaan sertifikasi memerlukan beberapa proses yang 

harus dilalui oleh siswa maupun pekerja yang akan mengikutinya, 

dimana tujuan dari uji sertifikasi ini tidak hanya sekedar 

kemampuan kerja akan tetapi kelayakan dalam bekerja. 

Kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai calon tenaga kerja 

maupun pekerja yang sudah memiliki keahlian diukur dengan uji 

kompetensi yang lebih dikenal dengan sertifikasi kompetensi pada 

dunia pendidikan kejuruan maupun di dunia industri. 

 Seperti pendapat Mohammad Saroni (2017:41) bahwa uji 

sertifikasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkatan 

kualifikasi seorang tenaga kerja. Dengan ujian sertifikasi ini, dapat 

diketahui kemampuan dan kelayakan seseorang dalam menangani 

dan menyelesaikan pekerjaan. Dalam hal ini seseorang tidak hanya 

sekedar mampu bekerja, namun juga layak untuk bekerja. Dengan 
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kondisi seperti ini, maka segala hal terkait dengan pekerjaan sudah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Pelaksanaan uji kemampuan ini memang diarahkan untuk 

mengetahui kemampuan teknis maupun kemampuan aplikatif dari 

tenaga kerja. Setiap orang yang mengikuti uji sertifikasi diukur 

kemampuan teknis dan aplikatifnya. Mereka harus dapat 

menyelesaikan setiap soal ujian dengan sebaik-baiknya dan 

selanjutnya melakukan pekerjaan yang diminta oleh tim penguji. 

Soal yang digunakan untuk proses pengujian merupakan soal yang 

sudah mempunyai standar kesulitan yang sesuai dengan ketentuan 

dasar. Soal tersebut mewakili setiap materi pengetahuan yang 

mendasari kemampuan calon tenaga kerja yang selanjutnya menjadi 

dasar untuk melakukan sebuah pekerjaan. 

 Mekanisme uji sertifikasi pada perusahaan dilakukan pada awal 

perekrutan tenaga kerja atau dilakukan oleh lembaga sertifikasi 

sesuai kebutuhan. Selanjutnya uji sertifikasi dilakukan secara 

periodic untuk mengetahui kelayakan tenaga kerja pada setiap 

waktunya. Sertifikasi pertama dilakukan untuk menentukan 

kelayakan tenaga kerja sebagai sumberdaya manusia di perusahaan. 

Sertifikasi kedua dilakukan untuk mengetahui tingkat 

perkembangan dan konsistensi kemampuan yang dimiliki tenaga 

kerja. Hal tersebut menjadi penting untuk pekerja agar tidak 

mengalami penurunan kualitas diri. Dengan pelaksanaan uji 
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sertifikasi ini, setiap tenaga kerja akan terus berusaha meningkatkan 

kualitas dirinya sebab mereka sadar akan ujian terhadap 

kemampuan yang dimiliki. (Muhammad Saroni.2017:45). 

 Dalam skema sertifikasi kompetensi disampaikan mekanisme 

pelaksanaan sertifikasi sebagai berikut : 

a. Proses Pendaftaran 

1) Pemohon memahami proses Asesmen (Skema Sertifikasi 

Teknik Pemesinan)  ini yang  mencakup persyaratan dan 

ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak 

pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat  

2) Pemohon  mengisi formulir Permohonan Sertifikasi  (APL 

01) yang dilengkapi dengan bukti :  

a) Copy Kartu Pelajar  

b) Copy Rapor semester I s.d. V dan surat keterangan 

menyelesaikan mata pelajaran semester VI 

c) Pas foto terbaru 3x4 sebanyak 2 lembar 

3) Peserta  mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02)  dan 

dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. 

4) Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan 

sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan 

untuk penilaian.  
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5) LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa 

peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan 

dalam skema sertifikasi. 

b. Proses Asesmen 

1) Asesmen skema sertifikasi kualifikasi  level II Kompetensi 

Keahlian Teknik Pemesinan direncanakan dan disusun 

dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan 

skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan 

sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan 

kompetensi.  

2) Pelaksanan Asesmen untuk skema sertifikasi kualifikasi level 

II Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan dapat dilakukan 

sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi. 

3) LSP P1 SMK memilih dan menugaskan Asesor Kompetensi 

untuk melaksanakan Asesmen. 

4) Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema 

menggunakan perangkat asesmen  dan mengkonfirmasikan 

bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut 

akan dikumpulkan.  

5) Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati  rincian 

rencana asesmen dan proses asesmen  dengan Peserta 

Sertifikasi. 
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6) Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti 

dari dokumen pendukung yang disampaikan pada  lampiran 

dokumen  Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan 

bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan. 

7) Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti 

VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum 

memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk 

mengikuti proses lanjut uji kompetensi. 

c. Proses Uji Kompetensi 

1) Uji kompetensi skema sertifikasi kualifikasi level II 

Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan  dirancang untuk 

menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan 

objektif serta konsisten. Rancangan persyaratan uji 

kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan 

satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, 

termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau 

ketidaklulusan.  

2) Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi 

(TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP 

3) Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian 

skema sertifikasi kualifikasi level II Kompetensi Keahlian 

Teknik Pemesinan  diverifikasi dan dikalibrasi. 
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4) Proses Uji kompetensi dapat dilakukan sekaligus atau dengan 

cara dicicil per klaster sertifikasi. 

5) Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi 

untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti 

yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah 

memenuhi aturan bukti VATM. 

6) Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan 

bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum 

memenuhi aturan bukti VATM  direkomendasikan “Belum 

Kompeten”.  

7) Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji 

kompetensi kepada LSP. 

d. Keputusan Sertifikasi 

1) LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama 

proses uji kompetensi mencukupi untuk:  

a) mengambil keputusan sertifikasi;  

b) melakukan penelusuran apabila terjadi  banding.  

2) Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh 

LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang 

dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. 

Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam 

membuat keputusan sertifikasi.   
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3) Personil LSP P1 SMK yang membuat keputusan sertifikasi 

harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman 

dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah 

persyaratan sertifikasi telah dipenuhi. 

4) LSP P1 SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi 

berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang 

dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat 

kompetensi. 

5) LSP P1 SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada 

semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk 

surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh 

personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 

(tiga) tahun. 

6) Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi 

dipenuhi. 

e. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 

1) LSP P1 SMK akan melakukan pembekuan apabila: 

a) pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang 

telah diberikan.  

b) pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP 

2) LSP P1 SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila 

terjadi penyalahgunaan  sertifikat dan pelanggaran telah 

diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan. 
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f. Pemeliharaan Sertifikat (Jika ada) 

LSP P1 SMK tidak melakukan Pemeliharaan terhadap Sertifikat 

Kompetensi  

g. Proses Sertifikasi Ulang 

LSP P1 SMK tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang 

h. Penggunaan Sertifikat 

Pemegang sertifikat kualifikasi Level II harus 

menandatangani persetujuan untuk :  

1) Memenuhi ketentuan skema sertifikasi. 

2) Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang 

diberikan. 

3) Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP 

P1 SMK. 

4) LSP P1 SMK akan menghentikan semua kewenangan 

pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang 

telah diterbitkan.  

5) Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi 

sesuai peraturan yang berlaku. 

i. Banding 

1) LSP P1 SMK menetapkan prosedur untuk menerima, 

melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. 
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2) LSP P1 SMK  menetapkan prosedur yang menjamin bahwa 

semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak 

dan tepat waktu. 

3) Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat 

diketahui publik tanpa diminta. 

4) LSP P1 SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon 

banding pada akhir proses penanganan banding. 

Selanjutnya untuk kejelasan mekanisme diberikan gambar sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 Mekanisme Sertifikasi 
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 Tenaga kerja atau siswa SMK yang telah dinyatakan lulus 

dalam uji sertifikasi akan mendapatkan bukti penguasaan 

kompetensi yang telah diujikan sesuai dengan skema atau kemasan 

klaster atau okupasi unit kompetensi yang berupa sertifikat 

kompetensi. Jenis sertifikat kompetensi menurut Panduan 

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian tahun pelajaran 2017/2018 

dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah : 

a. Sertifikat kompetensi untuk skala kualifikasi nasional 

diterbitkan dengan logo berlambang Garuda Pancasila. 

b. Sertifikat kompetensi untuk skema okupasi nasional diterbitkan 

dengan logo berlambang Garuda Pancasila. 

c. Sertifikat kompetensi untuk skema klaster diterbitkan dengan 

logo BNSP. 

d. Sertifikat uji kompetensi yang diterbitkan oleh SMK yang 

terakreditasi menggunakan logo kombinasi logo Tut Wuri 

Handayani dan atau logo institusi pasangan penyelenggara uji 

kompetensi. 

 

6. Kompetensi 

Menurut Muhammad Saroni (2017:146) yang dimaksud dengan 

kompetensi adalah kemampuan pada bidang keahlian yang 
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dipelajarinya. Sejak awal berdirinya sekolah kejuruuan, bahwa 

tujuan pendiriannya adalah untuk menjadikan anak didik menguasai 

bidang teknologi dan juga sebagai penyedia tenaga kerja  teknik 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri. 

 Pendidikan kejuruan dikenal dengan sebutan vokasional, 

dimana definisi pendidikan vokasi mengkaji berbagai bidang 

teknologi yang berkaitan dengan sains dan memberikan ketrampilan 

(kompetensi) yang praktis, sikap dan pemahaman terhadap bidang 

pekerjaan tertentu. Menurut Unesco dan ILO (2002) dalam Ivan 

Hanafi (2014:3) sebagai berikut : 

“…the study of technologies and related sciences, and the 

acquisition of practical skills, attitudes, understanding and 

knowledge relating to occupations in various sectors of 

economic and social life. (P7).” 

 

 Sedangkan menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan pasal 1:10 adalah :  

“Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”. 

 

  Kompetensi merupakan kesatuan dari sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang dimiliki oleh individu. Ada lima dimensi 

kompetensi sebagai berikut : (1) Task skills yaitu mampu 

melakukan tugas per tugas,  (2) Task management skills yaitu 

kemampuan mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam 

pekerjaan, (3) Contigency management skills yaitu kemampuan 

untuk tanggap terhadap adanya kelainan atau ketidaksesuaian pada 
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rutinitas pekerjaan, (4) Environment skills yaitu kemampuan 

menghadapi tanggungjawab dan harapan dari lingkungan pekerjaan 

atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan, (5) 

Transfer skills yaitu kemampuan untuk mentransfer kompetensi 

yang dimiliki pada setiap situasi yang berbeda. 


